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BAB IV
DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Desa Tambirejo

Desa Tambirejo adalah salah satu desa di Kecamatan Gajah. Desa ini
terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Demak dengan jarak kurang lebih 20
km. Sedangkan dari ibukota Kecamatan Gajah kurang lebih jaraknya 7 km.
Untuk menuju Desa Tambirejo bisa melalui jalan kelas I di sebelah timur pasar
kecamatan Gajah ke arah selatan lalu kira-kira 2 kilo meter belok ke timur.
Kurang lebih 5 km akan sampai di Desa Tambirejo setelah melewati Desa
Banjarsari. Desa Tambirejo bisa juga ditempuh dengan menyusuri dulu jalan raya
ke arah Kudus lalu sesampai di Desa Nyangkring belok ke selatan terus
menyusuri jalan kelas IIT kurang lebih 4 km.

Luas wilayah Desa Tambirejo adalah 405.760 ha. Desa Tambirejo
mempunyai sawah bengkok seluas 90 bau atau 63 ha dan banda desa seluas 13,5
ha. Batas-batas wilayahnya sebelah timur berbatasan dengan Desa Mlatiharjo,
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Anyar, sebelah barat berbatasan
dengan Desa Banjarsari, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Cangkring
dan Mlekang.

Desa Tambirejo beriklim sedang. Curah hujan rata-rata tiap tahun antara

1700-2300 mm. Dengan demikian, iklimnya dalam setahun terbagi dua:
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Penghujan antara Oktober sampai Maret dan kemarau antara April sampai
September.

Kondisi tanah Desa Tambirejo berupa tanah liat (grumosol berwarna
kelabu tua). Tanah jenis ini baik untuk pertanian asal mendapat pengairan yang
memadai. Dengan adanya Waduk Kedung Ombo di bagian hulu Desa Tambirejo
mendapatkan sistem irigasi teknis yang membuat sawahnya bisa digarap
sepanjang musim.

Pemanfaatan sawah Desa Tambirejo diatur dengan pola tanam yang
hampir baku. Masa Tanam 1 (MT1) antara September-Desember ditanami padi.
MT 2 antara Januari-April ditanami padi gadu. MT 3 antara Mei-Agustus
ditanami palawija.

Untuk kelancaran dan ketertiban pemakaian air warga membentuk
organisasi pengelola air Darmo Tirto. Organisasi ini dibentuk oleh petani dan
dibina oleh Dinas Pengairan. Untuk menunjang kelancaran organisasi anggota
dikenakan iuran wajib berupa uang per hektar Rp60.000; per tahun. Jumlah ini
lalu dibagi dua bagian: Rp40.000; untuk pengatur air dan Rp20.000; untuk biaya
perawatan dan pemeliharaan saluran air/ irigasi.

Jumlah penduduk Desa Tambirejo 3137 jiwa dengan 762 Kepala
Keluarga. Sebagian besar mereka bermata pencaharian petani, hanya beberapa
orang yang menjadi pedagang, pegawai negeri/ ABRI, dan karyawan perusahaan
di kota Kudus dan Semarang. Ada juga yang merantau di kota-kota besar seperti

Jakarta, Surabaya, Medan, dan bahkan di luar negeri.
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Dilihat dari jumlah pemeluk agamanya mereka yang beragama Islam
3080 orang, Kristen 52 orang, dan Katolik 5 orang. Meskipun di sini terdapat
pemeluk agama lain tapi selama ini tidak pernah terjadi konflik antar pemeluk
agama.

Budaya gotong royong masih hidup dalam masyarakat. Keluarga
menengah ke bawah yang membangun rumah misalnya masih belaku sambatan,
yaitu menyumbangkan tenaga secara suka rela untuk ikut bergotong royong
mendirikan rumah. Dalam peristiwa kelahiran hampir semua keluarga dalam satu
dukuh membert sumbangan baik berupa beras maupun uang.

Sistem sosial masyarakat Desa Tambirejo masth menampakkan budaya
perdesaan yang bersifat paguyuban. Interaksi sosial intim dan berdasarkan
pranata-pranata adat yang relatif stabil.

Di Desa Tambirejo dibentuk 3 RW dan 22 RT untuk membantu sistem
administrasi pemerintahnya. RW I terdiri atas 9 RT, RW II terdiri atas 7 RT, dan
RW III terdiri atas 6 RT. Menurut Sekretaris Desa organisasi RT dan RW itu
sebetulnya buatan Jepang. Dulu namanya Asocok (RT) dan Gumincok (RW).

Struktur Pemerintah Desa Tambirejo terdin atas Kepala Desa, Sekretaris
Desa, Kepala Urusan Pemerintahan dengan seorang pembantu, Kepala Urusan
Pembangunan dengan seorang pembantu, Kepala Urusan Kesejahteran Rakyat
dengan seorang pembantu, Kepala Urusan Keuangan dengan seorang pembantu,
Kepala Urusan Umum, dan dua Kepala Dusun.

Berikut ini adalah susunan lengkapnya.
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No. Nama Jabatan
1 Agung Widodo Pjs. Kepala Desa
2 Soekahar Sekretaris Desa
3 M. Soetikno Kaur Pemerintahan
4 Kasmuni Pembantu Kaur Pemerintahan
5 Siswo P. Kaur Pembangunan
6 Sularso Pembantu Kaur Pembangunan
7 M. Nurhadi Kaur Kesra
8 H.M. Musrifin Pembantu Kaur Kesra
9 M. Tarom Kaur Keuangan
10 | Murdiyanti Pembantu Kaur Keuangan
11 Kusmin Kaur Umum
12 | Ali Murtadlo Kepala Dusun 1
13 | M. Karmin Kepala Dusun 2

Sumber: Monografi Desa Tambirejo, Tahun 1998

B. Desa Morodemak

Desa Morodemak terletak di pantai laut Jawa sebelah barat-laut ibukota

Kabupaten Demak. Jarak antara Desa Morodemak dengan kota Demak kurang

lebih 20 km. Dari kota Demak terdapat jalan kelas III menuju ibukota kecamatan

Bonang yang berakhir di Desa Morodemak.

Luas Desa Morodemak 428,362 ha. Wilayah ini terdiri atas daratan untuk

pemukiman, pertambakan memanjang dari timur laut ke barat daya sepanjang

luat Jawa, dan sedikit pekarangan. Sawah tidak dijumpai. Menurut Kepala Desa

dulu sekitar tahun 60-an terdapat sawah di bagian selatan dekat Kali Kontrak tapi

sejak tahun 70-an sawah sudah diubah menjadi tambak karena sawah mulai

sering kemasukan air laut terutama saat laut pasang/ rob sehingga sulit ditanami
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padi lagi. Karena itu, lebih separo wilayah Desa Morodemak berupa
pertambakan yaitu 267 ha.

Desa Morodemak berpenduduk 2444 jiwa dengan 1048  Kepala
Keluarga. Mata pencaharian penduduk sebagian besar nelayan yaitu 1499; petani
148 orang; pengusaha 18 orang; buruh industri 21 orang; buruh bangunan 9
orang; pedagang 48 orang; PNS/ ABRI 10 orang; dan pensiunan 13 orang.

Budaya masyarakat Desa Morodemak menampakkan budaya perdesaan
yang bersifat paguyuban. Mereka saling mengenal satu sama lain, saling
membantu pada peristiwa-peristiwa tertentu, intim, hangat, dan ramah. Budaya
gotong royong masih hidup. Masih adanya hubungan genealogis di antara
sebagian masyarakat memperat kohesi sosial masyarakat Desa Morodemak.

Penduduk Desa Morodemak semuanya beragama Islam. Umumnya
mereka taat melaksanakan syariat. Disamping itu mereka juga melaksanakan
ritual-ritual keagamaan seperti kenduri yang diuist dengan tahlilan, yasinan,
manakiban, barzanjian, dan pengajian. Sebagai akibat dari tingginya tingkat
religiusitasnya masyarakat sangat hormat kepada kyai dan pemimpin agama.
Kyai dan tokoh agama menjadi pemimpin informal yang disegani.

Wilayah Desa Morodemak di sebelah timur berbatasan dengan Desa
Margolinduk, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kontrak, sebelah barat
dengan laut Jawa, dan sebelah utara berbatasan dengan sungai Tuntang Lama.

Desa Morodemak adalah desa nelayan dalam arti masyarakatnya sebagian

besar mencari penghidupan di pantai/ tambak dan laut. Mereka yang mempunyai
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tambak membudi dayakan tambaknya dengan menanam ikan bandeng, udang
windu, atau ikan mujahir. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai tambak
umumnya menangkap ikan di laut dengan menggunakan perahu dayung biasa,
perahu motor tempel, dan kapal. Di sini terdapat dua golongan: pemilik dan
buruh. Dari 1300 Kepala Keluarga, yang merupakan pemilik tambak dan perahu
kecil, perahu motor, dan kapal hanya 170-an. Selebihnya adalah buruh yang
bekerja baik di tambak maupun sebagai awak perahu/ kapal.

D1 desa ini terdapat 20 orang pemilik kapal penangkap ikan dan sekitar
100 orang yang memiliki perahu motor tempel. Kali Tuntang Lama mulai dari
mulut muara sampai masuk sepanjang kurang lebth 1,5 km digunakan untuk
tempat tambatan/ berlabuh kapal dan perahu motor ini. Sehingga pada pagi hari
pemandangan di sepanjang sungai Tuntang Lama hanya lah kapal dan perahu
nelayan yang berjejer.

Di Desa Morodemak dibentuk 5 RW. RW [ terdiri atas 3 RT, RW 1I
terdir1 atas 6 RT, RW 111 terdiri atas 4 RT, RW 1V terdiri atas § RT, dan RW V
terdirt atas 2 RT.

Desa Morodemak hanya memiliki tanah bengkok, tidak mempunyai
tanah banda desa. Semua tanah bengkok ini dulu berupa sawah tapi mulai 1980
diubah menjadi tambak karena sejak saat itu telah kemasukan air laut jika terjadi
pasang.

Di Desa Morodemak terdapat KUD dengan kegiatan utama sebagai

Tempat Pelelangan lkan (TPI). Di KUD inilah kegiatan ekonomi nelayan
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berlangsung. Para nelayan menjual hasil tangkapannya di KUD. Mereka juga
dapat memperoleh modal dari KUD.

Keberadaan KUD dinilai banyak manfaatnya oleh waga desa. Disamping
sangat membantu dalam kegiatan ekonomi warga desa khususya dalam
pemasaran hasil tangkapan tkan dan permodalan juga menyelenggarakan
program santunan sosial. Untuk santunan sosial bagi warga yang meninggal
dunia mendapat santunan Rp80.000; dan yang melahirkan mendapat santunan
Rp10.000;. Sebenarnya uang ini berasal dari pungutan 5% pada setiap warga
yang menjual hasil tangkapan di KUD. Tapi karena dipotong langsung mereka
merasa tidak terbebani.

Pemerintah Desa Morodemak terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan
Kesejahteran Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum.
Berikut ini adalah susunan lengkapnya.

Tabel 4.2
Susunan Nama dan Jabatan
Pemerintah Desa Morodemak

No. Nama Jabatan
1 Abdul Nasir - | Kepala Desa
2 S. Abidin Sekretaris Desa
3 Abdul Hadi S. Ag. Kaur Pemerintahan
4 Abdul Goni Kaur Pembangunan
5 Dimyati Kaur Kesra
6 Ahmad Nawawi Pembantu Kaur Kesra
7 Amin Kaur Keuangan
8 Maskani Kaur Umum

Sumber: Monografi Desa Morodemak, Tahun 1998
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Kegiatan gotong royong pada masyarakat Desa Morodemak masih
berjalan. Misalnya kalau ada orang meninggal dunia disamping layat dengan
segala kegiatan yang menyertainya juga ada kegiatan sumbangan suka rela. Salah
seorang dari tetangga terdekat mengedarkan rompo, kotak amal, dalam satu RW.
Ada juga yang memberi beras secara suka rela. Untuk orang yang punya hajat,
ada tradist sambatan melaut, yaitu orang yang kurang mampu nyambat, minta
tolong kepada tetangga dekatnya untuk mencarikan ikan di luat dengan
perahunya. Orang yang nyambat ini hanya menyediuzkan solar, minyak tanah, dan
bahan makanan. Nanti hasil tangkapan pada harn itu disumbangkan semuanya
kepada yang punya hajat ini. Kalau ada orang melahirkan, masyarakat tilik
sambil membawa kado dan sebagian membawa beras.

Pengajian menjadi kegiatan rutin bagi warga Desa Morodemak. Pengajian
ini ada yang dikelola langgar dan masjid dan ada yang diselenggarakan oleh RW.
Tiap RT dan RW ada pengajian malam 15 bulan qamariah karena pada sekitar
malam bulan ini (tanggal 10 sampai dengan 18) para nelayan tidak melaut

dengan alasan tidak ada ikan.

C. Desa Sriwulan
Desa Sriwulan Kecamatan Sayung terletak persis di perbatasan antara
wilayah Kotamadya Semarang dengan wilayah Kabupaten Demak. Desa

Sriwulan terletak di sebelah barat kota Demak. Jarak antara kota Demak dengan
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Desa Sriwulan sekitar 20 kim. Sedangkan jarak antara Desa Sriwulan dengan kota
Semarang hanya kurang lebih 7 kilo meter. Dengan demikian, Desa Sriwulan
lebih dekat ke Semarang daripada ke Demak.

Desa Sriwulan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kotamadia
Semarang, sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan
dengan Desa Purwosari dan Desa Bedono, dan sebelah selatan berbatasan dengan
Desa Sayung Demak dan Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Semarang.

Sebelum 1989 Desa Sriwulan sebagaimana desa-desa lainnya di
Kecamatan Sayung adalah desa pertanian, dalam arti hampir semua penduduknya
bekerja di sektor pertanian: sawah, tegalan, dan tambak. Namun sejak 1989 ciri
pertanian ini berangsur-angsur hilang karena sebagian besar lahannya telah
berubah menjadi pabrik dan kompleks perumahan. Pabrik sepatu, pabrik
makanan ternak, pabrik pengolahan kayu, pabrik kuas, furniture, dan percetakan
semuanya didirikan di bekas sawah dan tegalan milik penduduk. Sedangkan
kompleks perumahan Pondok Raden Patah didirikan di atas sebagian bekas tanah
bengkok dan banda desa yang ditukar-guling dan sebagian lagi di atas tanah
penduduk yang telah dibeli developer. Karena itu, saat ini Desa Sriwulan hanya
memiliki sedikit persawahan dan pekarangan yaitu di sebelah barat laut
kompleks perumahan dan sedikit pertambakan di ujung barat-laut Desa. Daerah
pertambakan berada di dusun Nyangkring. Pertambakan ini meruéakan tambak
milik penduduk yang dibudidayakan dengan tanaman ikan bandeng, mujahir, dan

udang.
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Jumlah penduduk Desa Sriwulan 8857 jiwa dengan 3867 Kepala
Keluarga. Dari jumlah ini yang merupakan penduduk asli hanya sepertiga
sedangkan dua pertiganya adalah pendatang yang tinggal di kompleks perumahan
Pondok Raden Patah. Karena itu, di Desa Sriwulan terdapat dua komunitas yang
berbeda dalam pola pikir, pola perilaku, dan budayanya. Penduduk asli masih
menampakkan budaya perdesaannya yang bersifat paguyuban/ gemainschaft
yang ditandai dengan saling mengenal satu sama lain, sederhana pola pikirnya,
saling membantu dalam momen-momen tertentu misalnya ketika terjadi
peristiwa perkawinan, khitanan, kematian, kelahiran, dan relatif tekun melakukan
ritus-ritus agama Islam seperti salat jamaah Magrib, Isya’, dan Subuh, puasa
Ramadan, yasin-an, tahlil-an, manakib-an, dan barzannji-an pada waktu-waktu
tertentu. Disamping itu, dilihat dari mata pencahariannya sebagian besar masih
bergerak di sektor pertanian, sawah dan tambak, dan buruh industri di kota
Semarang. Sedangkan penduduk yang tinggal di kompleks perumahan
menampakkan ciri masyarakat patembayan/ geselschaff sebagai ciri budaya
perkotaan: relatif hanya berhubungan dengan anggota asosiasi yang diminatinya,
kurang intim dengan masyarakat di luar anggota asosiasinya, mandiri dan
individual, mobilitasnya tinggi, bekerja dalam ragam profesi, dan kurang
berminat pada ritual-ritual adat dan agama.

Sekretaris Desa yang sudah menjabat sejak 1969 menjelaskan bahwa
gotong royong warga Desa Sriwulan sudah hilang sejak tahun 70-an. Menurutnya

hal ini terjadi karena adanya uang bantuan dcsa dari Pemerintah Pusat. Hal ini
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adalah respon masyarakat yang keliru terhadap uang bantuan desa tersebut sebab
uang bantuan desa itu sebenarnya untuk perangsang pembangunan desa. Tapi
akhirnya masyarakat malah beranggapan bahwa untuk membangun desa warga
desa tidak perlu dilibatkan karena sudah mendapat uang dari pemerintah.

Luas areal persawahan di Desa Snwulan 120 ha sedangkan
pertambakannya 125 ha. Sebagian sawah adalah sawah bengkok yang terletak di
dekat pantai dan hampir berbatasan dengan wilayah Desa Bedono. Sawah
bengkok ini sebelumnya milik penduduk yang telah dibeli oleh PT Kartina Adi
Wijaya, developer, yang kemudian ditukar-guling/ ruilslag dengan sawah
bengkok asli yang sekarang dibangun kompleks perumahan Pondok Raden
Patah.

Desa Sriwulan juga mempunyai tanah banda desa seluas 22 ha. Tanah ini
sebanyak 11 ha terletak di luar desa, tepatnya di Desa Surodadi. Keberadaan
tanah banda desa di luar desa ini juga akibat tukar-guling dengan CV Sinar Surya
yang memiliki tanah di Desa Surodadi. Tanah banda desa milik Desa Sriwulan
yang terletak di sebelah timur desa ditukar dengan sawah milik CV Sinar Surya
yang terletak di Desa Surodadi dengan kompensasi tertentu.

Dalam rangka membantu administrasi pemerintah desa di Desa Sriwulan
dibentuk 8 RW. Dari ke-8 RW ini yang wilayahnya dihuni oleh penduduk asli
adalah RW I dan II. Sedangkan RW III sampai dengan RW VIII merupakan
wilayah di kompleks perumahan yang peduduknya semuanya pendatang. RW 1

terdiri atas 8 RT, RW II terdiri atas 6 RT, RW III terdiri atas 12 RT, RW IV
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terdiri atas 9 RT, RW V terdiri atas 8 RT, RW VI terdiri atas 8 RT, RW VII

terdiri atas 8 RT, dan RW VIII terdiri atas 6 RT.

Struktur Permerintah Desa Sriwulan terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris

Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dengan

seorang pembantu, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dengan seorang

pembantu, Kepala Urusan Keuangan dengan seorang pembantu, Kepala Urusan

Umum dengan seorang pembantu, dan dua orang Kepala Dusun. Dengan

demikian, ada 13 personal. Berikut adalah susunan lengkapnya.

Susunan Nama dan Jabatan
Pemerintah Desa Sriwulan

No. Jabatan
1 Rohadi Kepala Desa
2 Djumiran Sekretaris Desa
3 Ali Imron Kaur Pemerintahan
4 Jumari Kaur Pembangunan
5 Kasrun Kaur Kesra
6 Kasban Kaur Keuangan
7 Ruslan Kaur Umum
8 Moh. Rofr’i Pembantu Kaur Pembangunan
9 Nur Ashadi Pembantu Kaur Keuangan
10 Endang Sukiati Pembantu Kaur Umum
11 Abdul Aziz Pembantu Kaur Kesra
12 Ishak Kadus I
13 Mat Kamin Kadus II

Sumber: Monografi Desa Sriwulan, Tahun 1998

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40095.pdf

BAB V
DAMPAK KEIJAKAN PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP RUMAH TANGGA DESA

A. Dampak Terhadap Sistem Pemerintahan Desa

Sebagal kesatuan masyarakat hukum (adat) desa mempunyai lembaga-
lembaga adat yang mengatur sistem sosialnya. Lembaga-lembaga adat yang mengatur
masyarakat desa ini menjadi rumah tangga bagi desa yang bersangkutan. Salah satu
lembaga adat yang menjadi rumah tangga desa adalah sistem pemerintahan desa.
Menurut informan yang juga sesepuh desa sistem pemerintahan desa sebelum
penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah: Pertama, Pemerintah Desa
terdir1 atas Lurah, Carik, Kamituwo, dan Pamong. Lurah adalah Kepala Desa, Carik
adalah sekretaris desa, dan pamong adalah staf desa yang terdiri atas bayan, ulu-ulu,
modin, kepetengan, dan bekel. Lurah sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh carik
sebagai sekretaris eksekutif. Tugas carik yang utama adalah menyelenggarakan
administrasi desa. Administrasi desa mencakup bidang pemerintahan, pertanahan,
kependudukan, dan kerumah tanggaan desa. Kamituwo adalah pejabat teritorial/
kepala dukuh/ bekel yang paling senior. Kamituwo bertugas mendampingi lurah
membuat keputusan penting dan mewakili lurah ke luar dan ke dalam jika lurah
berhalangan. Bayan, ulu-ulu, modin, dan kepetengan adalah pelaksana fungsional
dengan tugas sebagai berikut: Bayan adalah pesuruh desa yang bertugas
menyampaikan informasi dan/ atau perintah dari desa dan dari pemerintah atasnya

kepada masyarakat; ulu-ulu bertugas mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan
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pengairan/ irigasi; modin bertugas mengurusi keagamaan Islam; dan kepetengan
bertugas mengurusi keamanan desa. Sedangkan bekel adalah pejabat teritorial yaitu
pejabat yang mewakili kepentingan Kepala Desa di teritorialnya yaitu pedukuhan
(wilayah yang merupakan bagian dari desa).

Dalam sistem tersebut Lurah tak hanya dipahami sebagai pemimpin formal
tapi juga dianggap sebagai Bapak Desa. Sebagai pemimpin formal Lurah bertugas
menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan, dan pembangunan. Lurah tunduk
dan bertanggung jawab pada pemerintah atasnya. Sedangkan sebagai Bapak Desa
Lurah harus dapat memberi perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan warga
desa berhadapan dengan kepentingan luar baik yang merugikan maupun yang
menguntungkan di bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Di sini ia harus
menunjukkan keberpihakannya kepada warga karena mereka lah yang memilih dan
menjadikannya sebagai Lurah. Jika 1a tidak menunjukkan keberpihakannya kepada
warga khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan luar yang merugikan warga
maka ia akan dikelah, dilaporkan kepada atasannya agar yang bersangkutan dicopot.

Kedua, kebijakan umum desa dibuat dalam forum Kumpulan-Desa.
Kumpulan-Desa adalah rapat umum yang diadakan setahun sekali yang dihadiri oleh
para sesepuh desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan semua pengurus desa. Kumpulan-
Desa membuat garis kebijakan umum untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Kemudian untuk memantau pelaksanaannya anggota inti dari Kumpulan-Desa tadi
yang terdiri atas pengurus desa, sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat mengadakan

rapat selapanan (periode 35 harian yang dihitung berdasarkan sistem hari Jawa yaitu
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perulangan dari gabungan hari dan pasaran pada siklus berikutnya. Misal Senin
Wage pada hari ini, Senin Wage berikutnya akan jatuh pada hari ke-35. Inilah yang
disebut selapan). Dalam forum selapanan tersebut tim inti dari Kumpulan Desa
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program yang telah digariskan.

Jika direkonstruksi dalam bentuk bagan kira-kira struktur pemerintah desa

model lama tampak sebagai berikut.

Gambar 5. 1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Scbelum UU No. 5/ 1979

KUMPULAN
DESA

MODIN ULU-ULU BAYAN PETENGAN

l BEKEL I

Ketiga, masyarakat desa memilih langsung Kepala Desanya tanpa campur

tangan pemerintah atas dalam arti diuji oleh panitia di tingkat kabupaten. Kepala Desa

dipilih langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa yang mempunyai hak
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pilih. Jika desa mengalami kekosongan lurah karena meninggal dunia, mengundurkan
diri karena tua atau alasan lain, atau dipecat oleh atasan, masyarakat lalu mengadakan
Kumpulan-Desa. Forum ini lalu membentuk panitia pemilihan lurah. Dalam forum ini
pejabat kecamatan hanya memberi pengarahan dan mengesahkan saja. Segala
sesuatunya diputuskan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat yang berminat lalu
mendaftarkan diri sebagai calon lurah. Persyaratan utama untuk bisa menjadi peserta
pemilihan lurah adalah calon harus sudah berumur 20 tahun, mempunyai minimal
jjazah SD atau sederajat, dan sehat jasmani-rohani. Pada hari yang ditentukan
masyarakat memilih calon sesuai dengan aspirasinya. Calon yang memperoleh suara
terbanyak diangkat menjadi lurah baru. Panitia tinggal melaporkan hasilnya ke
kecamatan dan kebupaten. Pada waktu yang ditentukan pejabat kabupaten atas nama
Bupati melantik.

Lurah yang telah dilantik akan memangku jabatannya sepanjang yang
bersangkutan mampu menjalankan tugas atau dipecat karena melakukan kesalahan.
Jadi, masa jabatan lurah tidak ada batasan tahun. Karena itu, Lurah akan tetap
memegang jabatannya sampai ia meninggal dunia, uzur karena terlalu tua/ sakit, atau
dipecat oleh atasannya. Dengan demikian, sejak ia diangkat sebagai lurah 1a akan terus
menjabat sampai yang bersangkutan mengalami hal-hal seperti yang disebutkan
tersebut. Dalam praktik di ketiga desa sampel kepala desa lama umumnya mengakhiri
jabatannya karena meninggal dunia atau terkena peraturan baru yaitu Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1979 yang membatasi jabatan kepala desa 8 tahun.
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Keempat, desa memiliki tanah desa atau banda-desa. Setiap desa memiliki
tanah komunal yang disebut tanah banda-desa. Luas banda desa setiap desa berbeda-
beda tergantung pada luas sempitnya desa yang bersangkutan. Masyarakat desa
menentukan penggunaan tanah banda-desa untuk kepentingan desanya. Setahun
sekall, biasanya antara September dan November, tanah banda-desa ini dilelang pada
masyarakat desa yang bersangkutan. Uang hasil lelang semuanya masuk ke kas desa
yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan seperti pembuatan/
pemeliharaan jalan, pos jaga, jembatan, gapura, dan saluran air. Pos-pos penggunaan
dana ini harus sesuai dengan garis kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh forum
Kumpulan-Desa dan biasanya berkisar pada pembuatan/ pemeliharaan jalan, pos jaga,
jembatan, gapura, dan saluran air.

Kelima, Desa memberi imbalan kepada Kepala Desa dan pengurusnya dengan
tanah bengkok. Tanah bengkok adalah tanah milik desa. Disamping desa mempunyai
tanah komunal yang dialokasikan untuk sumber pendapatan desa yang disebut banda-
desa tadi desa juga mempunyai tanah komunal yang dialokasikan untuk pengurus desa
yang berfungsi sebagai imbalan/ honor atas jabatannya. Tanah ini disebut tanah
bengkok. Luas tanah bengkok antara satu desa dengan desa lain tidak sama tergantung
pada luas sempitnya tanah komunal yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan.

Desa berdasarkan ketentuan adat yang sudah turun temurun memberikan tanah
bengkok tersebut kepada pengurus desa mulai dari lurah, carik, kamituwo, bayan, ulu-
uly, modin, kepetengan, dan bekel. Luasnya untuk masing-masing pejabat telah

ditentukan secara adat sejak desa itu didirikan. Responden tidak bisa menjelaskan
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kapan ketentuan ini dibuat dan apa yang menjadi pertimbanganya. Mereka hanya bisa
menjelaskan bahwa sejak zaman nenek moyangnya ketentuan mengenai tanah
bengkok sudah seperti itu.

Tanah bengkok tersebut hanya menjadi hak pakai saja. Artinya pengurus desa
hanya bisa menggarap selama yang bersangkutan menjabat sebagai pengurus desa.
Jika yang bersangkutan sudah tidak menjabat, tanah bengkok kembali ke desa dan
tanah ini akan diberikan kepada pejabat bz;ru yang menggantikannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang
Pemerintah Desa struktur organisasi pemerintah desa mengalami perubahan sebagai
beriukut: Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.
Kepala Desa adalah kepala eksekutif desa yang dibantu oleh LMD. Sedangkan LMD
adalah lembaga yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat dan bersama Kepala
Desa membuat Keputusan Desa yang merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan
rumah tangga desa dan/ atau pelaksanaan teknis dari kebijakan pemerintah atas desa.
Dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Desa dibantu oleh perangkat desa yang
terdiri atas Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun. Sekretariat Desa adalah unsur
staf sedangkan Kepala Dusun adalah unsur pelaksana. Sekretariat Desa terdiri atas
Kepala-kepala Urusan yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan
kesejahteraan maéyarakat, urusan keuangan, dan urusan umum dipimpin oleh
Sekretaris Desa. Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang membantu Kepala
Desa melaksanakan tugas tata usaha desa. Disamping itu, sebagai sekretaris eksekutif

Sekretaris Desa juga sebagai orang kedua dalam adminstrasi pemerintahan desa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



400b%%df

sehingga jika Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan
wewenang sehari-hari Kepala Desa. Masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun.

Struktur pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979
tersebut merubah secara mendasar struktur pemerintahan desa sebelumnya. Dalam
struktur pemerintahan lama tugas pemerintahan desa dibagi habis dalam empat jabatan
fungsional yaitu modin, ulu-ulu, bayan, petengan, dan satu jabatan teritorial yaitu
bekel. Mereka di bawah perintah Lurah yang dibantu oleh seorang staf administrasi
yaitu Carik. Modin adalah perangkat pelaksana dengan tugas utama memberi
pelayanan dan bertanggung jawab pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah
nikah, talak, rujuk, kehidupan keagamaan Islam, dan peristiwa kelahiran dan kematian.
Ulu-Ulu adalah perangkat palaksana dengan tugas utama mengurus dan bertanggung
jawab atas kelancaran irigasi desa (lihat juga Tjondronegro; 1984: 26-30). Bayan
adalah perangkat pelaksana dengan tugas utama memberi pelayanan informasi (uwar-
uwar/ memberi tahu kepada warga tentang kebijakan pemerintah, menyampaikan surat
kepada warga dari Kantor Pos, menyampaikan tupi pajak dan menarik pajak,
menyampaikan undangan kepada warga dari Pemerintah Desa) dan menyampaikan
perintah misalnya gotong royong. Petengan adalah perangkat pelaksana dengan tugas
utama mengurus dan bertanggung jawab atas masalah keamanan desa. Sedangkan
Bekel adalah kepala pedukuhan yang mewakili Lurah di pedukuhannya. Bekel
bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Tanggung jawab Bekel yang paling utama

adalah menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan di perdukuhannya.
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Dalam struktur pemerintah lama jelas sekali bahwa fungsi pelayanan publik
secara langsung menjadi titik berat struktur pemerintahan desa. Dalam Structure in
Five (Minzberg; 1983: 9-10) bentuk seperti ini berarti memberi tekanan pada bagian
operating core dan memperingan fungsi support staf. Organisasi pemerintah desa lama
hanya memiliki seorang staf administrasi yaitu Carik. Sedangkan staf lain yang terdiri
atas modin, ulu-ulu, bayan, kepetengan, dan bekel adalah pelaksana dan sekaligus
pelayan masyarakat. Dengan demikian, dalam struktur organisasi lama Pemerintah
Desa benar-benar fungsional dengan kebutuhan riill warga desa sebagai kesatuan
masyarakat hukum. Apa yang menjadi tugas modin, ulu-ulu, bayan, petengan, dan
bekel adalah benar-benar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian,
antara 1dentifikasi kebutuhan masyarakat dengan fungsi pelayanan yang diberikan oleh
Pemerintah Desa kongruen. Organisasi pemerintahan desa lama seperti ini merupakan
manifestasi dari kebutuhan akan lembaga politik yang selaras dengan budaya dan
kepentingan masyarakat desa. Organisasi itu sederhana tapi fungsional dan pas dengan
kebutuhan masyarakat secara riil.

Hal tersebut sangat berbeda dengan struktur baru yang menghilangkan unsur
pelaksana fungsional. Semua personal dijadikan staf administratif di bawah pimpinan
Sekretatis Desa dengan tugas staf yang bukan kebutuhan masyarakat. Urusan
pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan masyarakat, urusan
keuangan, dan urusan umum adalah identifikasi pekerjaan pemerintah desa dalam
menjalankan fungsi-fungsinya. Urusan-urusan tersebut adalah jenis-jenis pekerjaan

pemerintah desa sendiri yang diperlukan bagi kelancaran roda organisasi. Dengan
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demikian, urusan-urusan tersebut bukan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang
ditangani oleh pemerintah desa.

Perubahan fungsi pada pejabat-pejabat desa tersebut berdampak pada
kebingungan warga dalam meminta hak pelayanan. Ketika warga menghadapi masalah
ritl dan hendak menuntut pelayanan pada Pemerintah Desa, Pemerintah Desa tidak
bisa memenuhinya secara memuaskan karena dalam struktur baru tidak terdapat fungsi
pelayanan secara spesifik. Misal sebagaimana dituturkan oleh salah seorang informan
bahwa di desanya masalah pengairan adalah masalah pokok warga desa. Kalau dulu
ketitka muncul masalah air, seperti saluran pengairan mengalami pendangkalan, perlu
berbagi air dengan desa tetangga, atau perlu membendung sungai di musim kemarau,
warga langsung menyampaikan kepada Lurah dan Lurah lantas memberi perintah
kepada Ulu-Ulu untuk menangani masalah tersebut. Di bawah koordinasi Ulu-Ulu
warga bergotong royong menyelesatkan masalah tersebut. Karena dalam struktur
sekarang fungsi ini tidak jelas siapa penanggung jawabnya maka dalam menghadapi
masalah demikian Kepala Desa sendiri juga tidak mengerti harus menugaskan kepada
siapa. Demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah
kehidupan keagamaan, dan masalah penyampaian kebijakan pemerintah dan urusan
perposan. Dalam praktik tugas semacam itu diberikan oleh Kepala Desa kepada
perangkat desa berdasarkan diskresi Kepala Desa sendiri.

Dalam sistem pemerintahan baru satu-satunya pelaksana hanyalah Kepala
Dusun tapi di desa sampel Kepala Dusun tidak berfungsi sebagai penguasa teritorial/

dusurn/ dukuh sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Kepala Dusun tidak lagi
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mewakili kepentingan Kepala Desa di perdusunannya karena Kepala Dusun diberi
tugas yang diintegrasikan ke dalam tugas kepala-kepala urusan. Dengan demikian,
Kepala Dusun tak ubahnya seperti staf-staf adminstrasi lainnya. Dalam wawancara
dengan semua Sekretaris Desa di ketiga Desa dijelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk
mendayagunakan Kepala Dusun agar yang bersangkutan tidak menganggur karena
aturan baru mewajibkan semua perangkat desa masuk kantor setiap hari. Jika Kepala
Dusun tidak diintegrasikan ke dalam pekerjaan kepala-kepala urusan maka Kepala
Dusun akan tidak mempunyai pekerjan apa-apa di kantor desa.

Ditemukan pula bahwa pola struktur lama masih mempengaruhi pola pikir dan
cara kerja perangkat desa sekarang. Hal ini dibuktikan dengan ketidak mampuan
perangkat desa merumuskan job description-nya pada bidang yang menjadi tugas
masing-masing. Ketika ditanyakan kepada mereka apa tugas pokoknya sebagai kepala
urusan pemerintahan, urusan keuangan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan
rakyat, dan urusan umum diketahui bahwa apa yang para Kepala Urusan jawab dengan
apa yang para Kepala Urusan kerjakan tidak sesuai dengan fungsi, tugas, dan job
description organisasi pemerintah desa. Ketika hal ini dikonfirmasikan lagi didapat
kesimpulan bahwa para Kepala Urusan tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan
perintah Kepala Desa. Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dusun.
Khusus untuk Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mereka menjelaskan bahwa
tugasnya adalah memberi pelayanan di bidang nikah, rujuk, talak, peristiwa kelahiran
dan kematian, dan masalah keagamaan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala

Urusan Kesejahteraan Rakyat mengidentifikasikan dirinya sebagai modin dalam
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struktur lama. Sedangkan kepala-kepala urusan lain mungkin karena merasa tidak pas
mengidentifikasikan dirinya dengan struktur lama para Kepala Urusan tersebut
menjadi tidak bisa menjelaskan tugas pokoknya. Bahkan di Desa Morodemak dan
Desa Tambirejo para Kepala Urusan mengatakan bahwa tugas pokoknya adalah
menarik pajak di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya yang telah ditentukan
oleh Kepala Desa.

Dalam wawancara dengan semua Kepala Desa dijelaskan bahwa tugas semua
stafnya/ para kepala urusan dan pembantunya serta kepala-kepala dusun yang utama
adalah menyukseskan tugas pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di
bawah koordinast Sekretaris Desa baru kemudian memberi pelayanan. Semua staf
terscbut harus membantu Sekretaris Desa membuat dan melaksanakan “administrasi
pembangunan” dalam arti melakukan tertib administrasi dengan cara mengisi semua
formulir dan buku-buku administrasi yang sudah ditetapkan (Ada buku wajib untuk
menunjang tertib administras pemerintahan desa sebanyak 24 eksemplar ditambah
dengan sekian formulir yang disebut sebagai buku administrasi pembangunan).

Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan baru oleh pemerintah pusat terhadap
desa menghasilkan bias-bias dalam fungsi pelayanan masyarakat. Introduksi “sistem
adminstrasi baru” bukan membuat fungsi pelayanan publik makin jelas, efesien, dan
memuaskan tapt malah membingungkan dan menjauhkan dengan kebutuhan mil
masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 mengatur dengan jelas

jabatan-jabatan perangkat desa dengan fungsi dan tugasnya ternyata di lapangan cara
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pengisian jabatan tersebut berbeda-beda antara desa satu dengan desa lain. Di Desa
Morodemak tidak dijumpai jabatan Kepala Dusun meskipun di desa ini terdapat
dusun. Di Desa Tambirejo dan Desa Sriwulan ada jabatan pembantu kepala urusan
meskipun dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya tidak diatur. Hal ini
terjadi karena struktur baru hanya menyesuaikan diri dengan struktur lama. Karena itu,
di ketiga desa jumlah personal perangkat desa tidak sama. Ketika ditelusuri lebih
mendalam ternyata jumlah personal masing-masing desa disesuaikan dengan jumlah
personal dalam struktur lama. Misal Struktur Pemerintah Desa Tambirejo terdirt atas
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan dengan seorang
pembantu, Kepala Urusan Pembangunan dengan seorang pembantu, Kepala Urusan
Kesejahteran Rakyat dengan seorang pembantu, Kepala Urusan Keuangan dengan
seorang pembantu, Kepala Urusan Umum, dan dua orang Kepala Dusun. Jumlah
personal pengurus desa tersebut sama dengan jumlah personal dalam struktur lama
yaitu Lurah, Kamituwo, Carik, seorang Kepetengan, empat orang Bayan, dua orang
Modin, seorang Ulu-ulu, dan dua orang Bekel.

Di Desa Morodemak susunan pengurus desanya adalah Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala
Urusan Kesejahteran Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum.
Semuanya ada 8 orang. Hal ini pun menurut Kepala Desa juga menyesuaikan dengan
jumlah personal dalam struktur lama. Dalam struktur lama Pemerintah Desa terdiri
atas Lurah, Kamituwo, Carik, Ulu-ulu, Bayan, Petengan, dan dua orang Modin:

Modin Lanang/ senior dan Modin Wedok/ yunior. Jabatan bekel tidak ada. Menurut
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Kepala Desa tidak dijumpainya jabatan bekel ini mungkin para pendiri desa dulu
mempertimbangkan bahwa karena desa tidak memiliki aset yang memadai untuk
memberi tanah jabatan/ bengkok kepada bekel maka jabatan ini ditiadakan.

Di Desa Sriwulan struktur pemerintahnya terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris
Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dengan scorang
pembantu, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dengan seorang pembantu, Kepala
Urusan Keuangan dengan seorang pembantu, Kepala Urusan Umum dengan seorang
pembantu, dan dua orang Kepala Dusun. Dengan demikian, semua jumlah personalnya
ada 13 orang. Jumlah personal ini sama persis dengan jumnlah personal datam struktur
lama yang terdiri atas Lurah, Carik, Kamituwo, empat orang Bayan, dua orang Modin,
Ulu-ulu, dan tiga orang Bekel.

Di sini tampak bahwa struktur pemerintahan baru dalam pengisian jabatannya
tidak berdasarkan atas kebutuhan organisasi tapi mengikuti apa yang sudah ada dalam
struktur lama. Hanya fungsi dan tugasya disesuaikan dengan struktur baru menurut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut responden hal ini dilakukan karena
disesuaikan dengan alokasi tanah bengkok kepada pejabat desa di setiap desa. Perlu
diketahui bahwa di setiap desa telah tersedia tanah bengkok yang telah dialokasikan
secara adat kepada setiap pejabat desa dengan luas yang telah ditentukan. Dengan
demikian, jumlah pejabat desa akan sama persis dengan jumlah satuan tanah bengkok
yang dijatahkan kepada setiap pejabat.

Dalam struktur lama tampaknya penentuan personal dalam jabatan-jabatan

desa disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan ketersediaan tanah komunal yang
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dimiliki. Karena itu, setiap desa jumlah pejabatnya tidak sama dengan desa lain
tergantung pada kebutuhan pelayanan dari desa yang bersangkutan dan kesediaan
tanah komunal yang dimiliki untuk honor para pejabatnya. Atas dasar pertimbangan
intlah pemerintah desa disusun dan dilaksanakan. Karena itu, pemerintahannya
menjadi fungsional. Ketika struktur baru hanya menyesuaikan struktur lama maka
yang terjadi adalah ketidak jelasan fungsi dan tugas dari masing-masing pejabat.

Selanjutnya mengenai LMD. Keberadaan LMD diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1979 pasal 17. Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan desa
yang sudah berlangsung sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 lembaga LMD
merupakan redukst dari rapat desa atau kumpulan-desa yang merupakan lembaga
tertinggi desa yang berwenang membuat kebijakan umum untuk dilaksanakan oleh
pemerintah desa. Dalam sisiem sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1979 terdapat lembaga Kumpulan Desa/ Karapatan Nagari atau istilah lain yang
merupakan lembaga permuwasyaratan desa yang melibatkan seluruh warga desa atau
yang mempunyai hak pilih. Dalam forum inilah Desa menetapkan hal-hal yang
berkaitan dengan kebutuhannya pada tahun berjalan seperti penggunaan banda desa,
pemeliharaan dam dan saluran air, gotong royong perbaikan jalan dan jembatan, dan
pemeliharaan lapangan olah raga dan ladang penggembalaan. Kebijakan inilah yang
harus dijalankan oleh Pemerintah Desa.

Dalam Kumpulan-Desa partisipasi warga desa dalam ikut serta menetapkan
hal-hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga desanya tampak nyata sekali.

Sebaliknya dalam LMD keterlibatan warga desa dibatasi pada elit desa yang terdiri
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atas tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Desa dengan perangkatnya, Ketua-ketua
RT/ RW, dan pemuka-pemuka masyarakat yang lebih banyak dipilih oleh Kepala
Desa.

Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 LMD
berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan/ permufakatan pemuka-pemuka
masyarakat yang ada di desa. Tugasnya adalah menyalurkan pendapat masyarakat di
Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang dajukan oleh Kepala Desa
sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa. Dengan demikian, fungsi LMD adalah
memusyawarahkan aspirasi-aspirasi yang terdapat dalam masyarakat yang selanjutnya
dirumuskan dan diakomodasikan dalam Keputusan Desa.

Keanggotaan dan kepengurusan LMD diatur pada pasal 6 Permendagri
Nomor 2 Tahun 1981. Keanggoataan LMD terdiri atas Kepala-kepala Dusun,
Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, dan Pemuka-pemuka masyarakat di
desa yang bersangkutan. Jumlah anggotanya sedikit-dikitnya 9 orang dan sebanyak-
banyaknya 15 orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.

Untuk wilayah Jawa Tengah secara rinci apa yang dimaksud dengan L.embaga
Kemasyarakatan dijabarkan dalam SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah
Nomor: 188.3/46/1984 pasal 2 yaitu lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang
dibina oleh pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemuka-pemuka
masyarakat adalah:

a. Adat : sesepuh dan pinisepuh Desa.

b. Agama: Alim ulama di Desa.
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¢. Kekuatan Sosial Politik: tokoh-tokoh politik yang ada di Desa.

d. Profesi: Guru, petani, nelayan, pedagang, dan profesi-profesi lain.
e. Wanita : Pimpinan Organisasi Wanita.

f.  Pemuda : Pimpinan Organisasi Pemuda.

Selanjutnya pada pasal 7 SK ini ditetapkan bahwa komposisi keanggotaan

LMD adalah:

a. Kepala Dusun sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah anggota,

b. Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di desa 30% dari jumlah anggota,

¢. Pemuka-pemuka masyarakat di Desa 20%,

d. Apabila jumlah Kepala Dusun dari suatu Desa kurang dari 50% kekurangannya
diisi Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Namun dalam SK ini tidak ada aturan mengenai prosedur dan mekanisme
rekruifmen anggota LMD secara jelas sehingga menghasilkan komposisi sebagaimana
tersebut di atas. Semuanya lebih banyak diserahkan pada kebijakan dan diskresi
Kepala Desa sehingga yang duduk dalam kepengurusan LMD adalah perangkat desa
ditambah dengan sebagian tokoh masyarakat yang merupakan “orang-orang” Kepala
Desa.

Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Tertib
Rapat LMD pada pasal 2 ditentukan bahwa rapat LMD diadakan dalam rangka
penetapan Keputusan Desa, penetapan Keputusan Kepala Desa mengenai pungutan
Desa yang bersifat insidentil, pemilihan Kepala Desa, penyampaian keterangan

pertanggung jawaban Kepala Desa dan lain-lain kebijakan Kepala Desa. Kemudian
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pada pasal 7 ditentukan bahwa 1) rapat LMD dihadiri oleh Camat atau pejabat lain
yang ditunjuk olehnya dan bila dipandang perlu dihadiri pula oleh perangkat desa,
ketua-ketua RW, ketua-ketua RT, LKMD, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan
lainnya. 2) Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dalam rapat berfungsi
sebagail pengarah, sedangkan perangkat pemerintah desa, ketua-ketua RW, ketua-ketua
RT, LKMD, dan pimpinan organisasi lainnya yang tidak duduk sebagai anggota LMD
berfungsi sebagai peninjau.

Dengan mengacu pada Tata Tertib ini tampak bahwa fungsi LMD mirip
dengan lembaga legislatif khususnya DPRD yang bersama-sama dengan eksekutif
membuat undang-undang dan menerima laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah.
Perlu diketahui bahwa Keputusan Desa adalah produk hukum tertinggi Desa yang
mengikat warga Desa yang ditetapkan dalam forum Rapat-Desa. Keputusan Desa bisa
ditetapkan setelah disetujui oleh Kepala Desa dan LMD. Tanpa adanya persetujuan
dua lembaga ini Keputusan Desa tak bisa ditetapkan. Kepala Desa dan LMD membuat
Keputusan Desa yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan kepentingan
umum. Hal-hal yang ditetapkan dalam Keputusan Desa ini meliputi penetapan
Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dan kebijakan Desa
di bidang kemasyarakatan, pembangunan, dan keamanan. Semua Keputusan Desa
mempunyai sifat mengatur.

Sedangkan fungsi LMD yang berkaitan dengan penetapan Keputusan Kepala
Desa misalnya mengenai pungutan Desa yang bersifat insidentil, pemilihan Kepala

Desa, penyampaian keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa dan lain-lain
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kebijakan Kepala Desa lebih bersifat “dengar dan tukar pendapat” antara Kepala Desa
dan LMD tanpa hak legalitas dari LMD. Artinya meskipun LMD tidak menyetujui apa
yang disampaikan dan hendak diputuskan Kepala Desa ia tetap bisa menetapkan dan
melaksanakannya. Pada tingkat Pemerintah Daerah hal ini mirip dengan diskresi
Kepala Daerah dalam membuat paraturan-peraturan di bawah Peraturan Daerah.

D1 ketiga desa terdapat Keputusan Desa tentang APPKD, Anggaran
Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa. APKKD merupakan cermin dari apa
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam tahun berjalan. Struktur APPKD terdiri
atas sektor pendapatan dan sektor pengeluaran. Pada sektor pendapatan dirinci dalam
pendapatan asli desa dan bantuan dari pemerintah atas. Sumbangan asli desa diperoleh
dari lelang tanah banda desa, sumbangan warga, dan pengembalian pajak. Sektor
pengeluaran dirinci dalam kegiatan-kegiatan yang terdin atas kegiatan rutin dan
kegiatan pembangunan. Pada sektor pengeluaran inilah tampak program dan kegiatan
yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Selain Keputusan Desa tentang APPKD juga didapatkan Keputusan Desa
tentang masalah yang dihadapi oleh masing-masing desa. Di Desa Tambirejo dalam
dua tahun terakhir, 1997-1998 telah dibuat Keputusan Desa: 1) Pembuatan jalan
tembus di Dukuh Mojosimo; 2) Pemasangan portal jalan masuk desa dengan maksud
untuk membatasi keluar-masuk mobil: untuk musim penghujan portal ditutup total tapi
untuk musim kemarau bisa dibuka dengan tetap memperhatikan kondisi jalan desa; 3)
Pemberian penghargaan berupa tanah pensiun untuk mantan Kepala Desa yang telah

purna tugas dan tanah bengkok untuk pejabat Kepala Desa. Pada periode yang sama di
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Desa Morodemak terdapat Keputusan Desa tentang: 1) pemberian tanah-pensiun
untuk Kepala Desa yang purna tugas dan tanah bengkok untuk Pejabat Kepala Desa
dan 2) larangan meliarkan kambing, minuman keras, dan pemutarian video porno.
Sedangkan di Desa Sriwulan terdapat Keputusan Desa tentang penukaran tanah banda
desa dengan tanah milik CV Sinar Surya. Desa Sriwulan masih mempunyai tanah
banda desa yang sebagian sudah terabrasi air laut seluas 21,429 ha. Dari tanah seluas
itu ada bagian seluas 10 ha yang terletak di tempat strategis tapi kurang produktif
untuk usaha pertanian. Tanah 10 ha inilah yang akhirnya ditukar- guling/ ruilsiag
dengan milik CV Sinar Surya yang menurut rencana akan dimanfaatkan untuk
mendirtkan perusahaan sepatu. CV Sinar Surya menguasasi dan memiliki tanah banda-
desa milik Desa Sriwulan dan Desa Sriwulan menerima sawah milik CV Sinar Surya
yang terletak di desa lain yaitu Desa Surodadi Kecamatan Sayung seluas 11 ha.
Disamping menerima tanah seluas 11 ha Desa Sriwulan juga menerima kompensasi
lain berupa uang tunai 30 juta rupiah dan janji bahwa jika nanti CV Sinar Surya
membuka perusahaan di tanah yang dikuasai tersebut akan memberi prioritas kepada
warga Desa Sriwulan untuk dijadikan karyawannya.

Semua Keputusan Desa yang dibuat tersebut mempunyai pola yang sama
dalam hal proses perumusan, konversi, dan keputusannya. Untuk Keputusan Desa
tentang APPKD kegiatan identifikasi masalah dan formulasinya dilakukan oleh
Sekretaris Desa bersama dengan semua kepala urusan yang dibantu oleh staf urusan

pemerintahan dan pembangunan dari kecamatan. Setelah semuanya tertuang dalam
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format baku, Rencana APPKD ini lalu disodorkan dalam Rapat Desa yang dihadiri
oleh Kepala Desa dan semua unsur LMD.

Dalam praktik forum Rapat Desa ternyata hanyalah proforma. Di sini tidak
terjadi proses konversi yang mencerminkan titik temu antara tuntutan kebutuhan
masyarakat dengan kehendak Pemerintah Desa. Rapat Desa hanyalah forum
legitimasi. Bahkan Kepala Desa Morodemak mengaku bahwa forum Rapat Desa
sering tidak diadakan. Para anggota LMD hanya diminta tanda tangan saja. Hal ini
dilakukan dengan alasan bahwa seringkali anggota LMD yang diundang untuk
membahas APPKD tidak mau datang dengan alasan pertama, merugikan waktunya
yang mestinya bisa dipakai untuk mencari natkah dan kedua, kegiatannya hanya
disuruh mengesahkan anggaran yang sudah jadi. Hal in1 diakui oleh pengurus LMD
dari unsur masyarakat. Mereka menyatakan bahwa mendatangi rapat LMD untuk
membahas APPKD tidak ada artinya karena di sana hanya mendengarkan paparan
dan setelah itu diminta menyetujui. Mereka mengatakan daripada membuang waktu
dan tenaga lebih baik mengikuti apa kehendak Kepala Desa dan staf kecamatan
dengan cara menanda tangani berita acara rapat.

Untuk Keputusan Desa di luar APPKD ditemukan dua pola. Pola pertama,
ide/ gagasan dimulai dari elit desa, dari perangkat desa atau anggota LMD. Ini terjadi
di Desa Sriwulan dalam hal pembuatan Keputusan Desa tentang tukar-guling tanah
banda desa dengan tanah milik CV Sinar Surya dan di Desa Tambirejo dan Desa
Morodemak tentang pemberian tanah pensiun untuk mantan Kepala Desa dan fanah

bengkok untuk pejabat Kepala Desa.
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Pola kedua, ide/ gagasan dimulai dari arus bawah. Dalam hal ini warga desa
menuntut adanya pemecahan atas masalah yang mereka hadapi. Di Desa Tambirejo
warga yang tinggal di Dusun Mojosimo merasa jauh ketika akan keluar dari dusunnya
menuju jalan besar. Untuk itu, mercka menuntut agar dibuat jalan yang bisa
mengakses ke jalan besar menjadi lebih pendek. Hal yang sama juga dilakukan warga
ketika menghadapi jalan yang sudah dibangun dengan baik menjadi rusak lagi akibat
dilalui mobil. Oleh karena itu, warga menuntut agar Desa memasang portal untuk
membatasi keluar masuknya mobil. Di Desa Morodemak warga merasa kesal dengan
adanya banyaknya kambing yang berkeliaran di malam hari, banyaknya anak-anak
muda minum minuman keras dan memutar film porno melalui VCD. Dengan adanya
masalah ini warga desa mulai memikirkan bagaimana mencarikan solusi.

Pola pertama Keputusan Desa diputuskan dengan cara yang sangat elitis.
Gagasan, identifikasi, formulasi, dan keputusan hanya diputuskan oleh Kepala Desa
dan angggota LMD. Warga desa sama sekali tidak diajak bicara dan berpartisipasi.
Anggota LMD yang berasal dari unsur masyarakat tidak mengkomunikasikan
masalah ini kepada warga desa. Tak terjadi desiminasi kepada warga baik oleh tokoh
masyarakat yang mewakili warga maupun perangkat desa yang duduk dalam LMD.
Karena itu, juga tak terjadi umpan balik dalam bentuk agregasi kehendak maupun
aspirasi riil. Dengan demikian, keputusan tersebut tak bertaut dengan kehendak warga
desa secara keseluruhan.

Meskipun secara formal Keputusan Desa telah mendapat persetujuan LMD

yang dalam berita acaranya telah dirapatkan dalam forum Rapat-Desa namun
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sebenarnya forum ini hanyalah alat legalitas. Seorang tokoh masyarakat Desa
Sriwulan yang dikonfirmasi bahwa tentang telah terjadinya tukar guling tanah banda-
desa dengan tanah milik CV Sinar Surya tersebut merasa kaget karena tidak tahu
menahu.

Pada pola kedua, 1dentifikasi masalah dan formulasinya berasal dari desakan
arus bawah. Warga desa menghadapt masalah yang berhubungan dengan
kepentingannya secara langsung. Kepentingan ini betul-betul ril: bisa dirasakan dan
didefinisikan oleh warga sendiri. Karena masalahnya berkaitan dengan kepentingan
langsungnya maka warga lalu mendesak kepada anggota LMD juga perangkat desa
untuk bisa mencari jalan keluar terbaik. Desakan warga mula-mula tidak terumuskan
secara formal. Semula warga hanya omong-omong di warung, di musolla/ masjid,
kumpulan pengajian, dan tempat-tempat lain secara informal mengenai masalah yang
dihadapi dan memerlukan pemecahan bersama tersebut. Pembicaraan informal ini
lama-lama mengkristal menjadi agenda yang jelas. Kemudian atas inisiatif anggota
LMD dan perangkat desa masalah ini disampaikan kepada Kepala Desa secara
informal pula. Kepala Desa lalu merespon secara positif. Ja kemudian mengundang
semua anggota LMD untuk membahas secara formal dalam forum Rapat-Desa.
Melalui proses konversi yang imbang dalam arti dapat terakomodasinya semua
kepentingan Rapat-Desa akhirnya membuat Keputusan Desa. Kepala Desa diberi
tugas untuk melaksakanan Keputusan Desa ini.

Pada pola kedua, Keputusan Desa mencerminkan kehendak publik karena

gagasan, identifikasi, formulasi, keputusannya sesuai dengan kepentingan publik.
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Dengan demikian, Keputusan Desa pola kedua merupakan titik temu antara otonomi
publik dengan otoritas Pemerintah Desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa dihadapkan
pada kepentingan publik yang nyata dan harus diambil suatu keputusan yang sesuai
dengan kepentingan publik. Karena itu, dalam pengambilan keputusannya tidak bisa
dilakukan dengan memanipulasi representasi dalam LMD.

Semua pola pembuatan Keputusan Desa tersebut, jika dilihat dari pengaturan
kelembagaannya (instituonal arrangements), maka keberadaan LMD dalam struktur
organisasi pemerintahan desa seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1979 dan peraturan pelaksanaan di bawahnya tampak membatasi keikut sertaan
publik dalam pembuatan keputusan (Bromley; 1989) baik pada tingkat strategis
maupun operasional. Pengaturan kelembagaan pada organization level dan
operational level melalul Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, Permendagri Nomor
I Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 1981 Tentang Keputusan Desa yang mengatur bahwa Keputusan Desa harus
mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat I (pasal 1.a.) dan pada pasal 6
juga ditentukan bahwa dalam penetapan Keputusan Desa sejauh mungkin dihindari
pemungutan suara dan jika mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang
ditunjuk berkewajiban memberi pengarahan, menunjukkan pembatasan partisipasi
dan kebebasan masyarakat oleh pemerintah atas (kecamatan dan Pemerintah Daerah

Tingkat II) tersebut.
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Mengenai masa jabatan Kepala Desa. Peraturan baru menetapkan bahwa masa
jabatan Kepala Desa 8 tahun. Hal ini lebth memberi kepastian daripada sistem adat
yang tidak memberi batasan masa jabatan lural/ Kepala Desa. Dengan masa jabatan 8
tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan,
diperhitungkan bahwa pertama, Kepala Desa mempunyai waktu yang cukup untuk
membangun desanya dan menciptakan kesejahteraan pada warganya; kedua, dengan
pembatasan masa jabatan bisa dicegah praktik nepotisme dan korupsi; dan kefiga
interval suksesi Kepala Desa 8 tahun akan dapat mendinamisir kehidupan demokrasi
asli masyarakat desa. Namun apa yang hendak dicapai oleh pembatasan masa jabatan
ini malah menghasilkan kegoncangan sistem sosial masyarakat desa. Perlu diketahui
bahwa masyarakat desa menginginkan irama kehidupan yang sederhana, tenang,
tenteram, damai, dan harmonis. Untuk itu, mereka memerlukan tatanan yang stabil
dan pasti. Inilah yang tercermin dalam sistem pemerintahan lama. Dalam sistem
pemerintahan lama suksesi Kepala Desa baru terjadi ketika yang bersangkutan sudah
terlalu tua, sakit-sakitan, meninggal dunia, atau dipecat atasannya yang biasanya
jangka waktunya sangat lama bahkan sampai puluhan tahun.

Ketika undang-undang baru mengatur penggantian Kepala Desa dilakukan 8
tahun sekali maka terjadi lah kegoncangan tata nilai masyarakat yang menghasilkan
perilaku yang memecah keharmonisan masyarakat desa karena masyarakat belum siap
dengan nilai-nilai baru ini. Pola suksesi baru ini menghasilkan polarisasi antar para
pendukung peserta pilihan Kepala Desa. Masyarakat desa yang belum siap

melaksanakan sistem demokrasi secara dewasa terjerumus dalam pertentangan yang
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tidak sehat. Kondisi ini menghasilkan konflik /atent. Lebih-lebih suasana sehabis
pemilihan Kepala Desa. Konflik latent tersebut sewaktu-waktu bisa berubah menjadi
manifest jika ada pihak yang memicu untuk kepentingan politik dan ekonominya.
Kondisi masyarakat desa sekarang adalah hubungan yang tidak harmonis antar warga.
Inilah dampak negatif dari pembatasan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun.

Namun, meskipun masyarakat desa terfragmentasi dalam kelompok-kelompok
pendukung kepala desa dan mantan rivalnya dalam pilihan Kepala Desa, yang
sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik manifest tapi jika Kepala Desa mampu
memanfaatkan lembaga-lembaga sosial yang mempunyai fungsi integratif lambat laun
polarisasi dapat dinetralisir. Scbagaimana dinyatakan Geertz (1984: 476-477)
masyarakat Jawa memiliki modal utama untuk meredakan konflik yaitu rasa satu
kebudayaan. Peredaan ketegangan bisa dilakukan melalui mekanisme partisipasi
dalam kegiatan sosial seperti rakziyah/ layat, menghadiri orang yang meninggal dunia,
tahlilan, upacara pembacaan doa bagi orang yang baru saja meninggal selama tujuh
hari, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari, walimahan, menghadiri orang
yang menikahkan atau mengkhitankan anaknya, jumatan, jamaah salat Jumat di masjid
Jami’, dan pengajian.

Mengenai keberadaan banda-desal tanah desa untuk kepentingan pembiayaan
pemerintahan desa, peraturan baru tidak mengatur secara rinci. Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1979 hanya menyebutkan bahwa salah satu sumber

pendapatan desa adalah tanah-tanah kas desa yang pengaturan akan ditetapkan oleh
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Menteri Dalam Negeri. Tapi sampai saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
dimaksud belum ada.

Sejak zaman Belanda tanah banda desa merupakan tanah desa yang
penggunaannya diserahkan penuh pada kehendak masyarakat desa. Setahun sekali
tanah ini dilelang secara umum dengan peserta penduduk asli. Penduduk dari luar
desa tidak diperkenankan dengan alasan bahwa banda desa tersebut diperuntukkan
bagi kesejahteraan penduduk setempat. Hasil lelang ini kemudian menjadi uang kas
desa. Desa lalu mengadakan Kumpulan-Desa untuk menentukan penggunaan uang
kas hasil lelangan banda desa tersebut. Kumpulan-Desa dihadiri oleh semua tokoh
masyarakat dan semua pamong desa. Melalui forum Kumpulan-Desa inilah uang kas
desa hasil lelang banda-desa 1ni digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
pembanguan desa sepertt pembuatan/ pemeliharaan gardu, pemeliharaan saluran air,
pemeliharaan sekolah desa, perbaikan jalan desa, dan lain-lain.

Saat ini tanah banda desa masih dikuasai Desa dan pemfaatannya
sebagaimana ditentukan adat. Fungsinya masih sama sebagai sumber pendapatan/ kas
desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hanya
prosedur pengesahan dan penggunaannya menjadi birokratis dan memotong
keikutsertaan masyarakat. Pada September-November tanah /banda desa dilelang
secara umum dengan mengambil tempat di Balai Desa. Petugas lelang biasanya
seorang staf kecamatan, Mantri Polisi atau Sekretaris Wilayah Kecamatan. Dengan
disaksikan oleh Kepala Desa, semua perangkat desa, dan anggota LMD lelang mulai

dilaksanakan. Peserta lelang adalah para peminat dari penduduk desa setempat.
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Pemenang lelang harus lunas membayar ke Desa selambat-lambatnya 31 Desember.
Desa lalu menyetor uang hasil lelang ini ke BRI Unit terdekat atas nama Kepala
Desa. Uang ini baru bisa dikeluarkan kembali jika ada persetujuan dari Camat.

Antara Januari-Februari Pemerintah Desa menyusun APPKD. APPKD
disusun oleh Sekretaris Desa dibantu oleh semua ketua urusan dengan petunjuk dari
staf kecamatan: kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, dan seksi
pembangunan desa. Uang kas desa hasil lelang banda-desa tersebut dimasukkan ke
dalam struktur rencana APPKD sebagai pos pemasukan. Pos pemasukan lain adalah
penerimaan dari Pemerintah Pusat yang berupa bantuan pembangunan desa/ INPRES
Bandes dan penerimaan dart Pemerintah Daerah Tingkat I dan Il yang berupa
penyisihan pajak dan retribusi daerah dan penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). Pos pengeluarannya terdiri atas dua bagian yaitu pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan.

Dalam menentukan pos pengeluaran int peran staf kecamatan sangat
menentukan khususnya sekst pembangunan desa. Alasan yang disampaikan adalah
bahwa wuang bantuan pembangunan desa harus dipertanggung jawabkan
penggunaannya sesuai dengan petunjuk Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa.
Untuk itu, semua proyek dan program pembangunan desa harus diintegrasikan
dengan rencana terpadu pembangunan desa yang sudah ditetapkan oleh Bappeda
Tingkat II.

Pada Februari rencana APPKD diajukan kepada LMD untuk dimintakan

persetujuan dan disahkan. LMD kemudian menyelenggarakan Rapat-Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



133

40095.pdf

Sebagaimana disebutkan di depan bahwa forum Rapat-Desa ini hanyalah proforma.
D1 Desa Morodemak sudah dua tahun terakhir tidak diadakan rapat-desa. Di Desa
Morodemak para anggota LMD cukup diminta tanda tangannya saja. Di Desa
Tembirejo masih diadakan rapat desa tapi seringkali anggota vang hadir tidak
lengkap. Tokoh masyarakat yang mewakili warga yang aktif hanya satu-dua orang.
Di Desa Sriwulan Rapat-Desa secara rutin diadakan tapi para tokoh masyarakat yang
tkut mengaku tidak pernah membahas secara mendalam dan melibatkan masyarakat
yang diwakilinya untuk ikut serta membahasnya. Dengan demikian, penggunaan uang
kas desa hasil lelang tanah banda-desa tersebut sangat ditentukan oleh Pemerintah
Desa bersama dengan staf kecamatan.

Desa Tambirejo dan Desa Sriwulan mempunyal banda-desa/ tanah desa
masing-masing 13,5 ka dan 22 ha. Banda desa ini setiap tahun dilelang yang hasilnya
dipakai untuk membiayal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sedangkan Desa Morodemak tidak mempunyai tanah banda desa. Karena itu, untuk
membiayal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Morodemak
hanya mengandalkan iuran masyarakat dan bantuan dari pemerintah atas.

Tentang tanah bengkok. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tidak mengatur
tentang gaji pengurus desa. Di ketiga desa masalah gaji pengurus desa mengikuti
aturan adat yaitu memanfaatkan tanah bengkok sebagai tanah jabatan. Pengaturan
tanah bengkok di desa sampel sejak zaman dulu sampai sekarang tidak mengalami

perubahan apapun baik luasnya maupun letak tanahnya kecuali di Desa Sriwulan
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karena tanah lama telah dirukar-guling. Lembaga adat ini dilegitimasi dengan
Peraturan Daerah untuk memberi kepastian hukum.

Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Tambirejo mendapatkan bagian
tanah bengkok sebagai berikut: Kepala Desa mendapat 25 bau, Sekretaris Desa
mendapat 12 bau, Kepala Urusan Pemecrintahan mendapat 6 bau, Kepala Urusan
Umum mendapat 6 bau, Kepala Urusan Keuangan 6 bau, Kepala Urusan
Pembangunan mendapat 6 bau, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mendapat 3
bau, Pembantu Kepala Urusan Pemerintahan 5 bau, Pembantu Kepala Urusan
Pembanguan 5 bau, Pembantu Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 3 bau, dan
Pembantu Kepala Urusan Keuangan 5 bau. Sedangkan Kepala Dusun I 6 bau, Kepala
Dusun I dan II masing-masing 3 bau.’

Dasar pemberian tanah bengkok untuk masing-masing pejabat desa tersebut
mengikuti pola pamong desa lama dengan sistem penyetaraan jabatan.
Penyetaraannya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa disamakan dengan Lurah yaitu mendapat 25 bau.

2. Sekretaris Desa disamakan dengan Carik yaitu mendapat 12 bau.

3. Kepala Urusan Pemerintahan disamakan dengan Kamituwo yaitu mendapat 6 bau.

4. Pembantu Kepala Urusan Pemerintahan disamakan dengan Bayan I yaitu
mendapat 5 bau.

5. Kepala Urusan Pembangunan disamakan dengan Bayan II yaitu mendapat 3 bau.

* 1 bau = 0,65 ha.
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Pembantu Kepala Urusan Pembangunan disamakan dengan kepetengan yaitu
mendapat 5 bau.
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat disamakan dengan Modin [ yaitu mendapat
3 bau.
Pembantu Kaur Kesra disamakan dengan Modin Il yaitu mendapat 3 bau.
Kepala Urusan Keuangan disamakan dengan Ulu-Ulu yaitu mendapat 6 bau.
Pembantu Kepala Urusan Keuangan disamakan dengan Bayan III yaitu mendapat
S bau.
Kepala Urusan Umum disamakan dengan Bayan IV yaitu mendapat 3 bau.
Kepala Dusun I disamakan dengan Bekel [ yaitu mendapat 6 bau.
Kepala Dusun [I disamakan dengan Bekel II yaitu mendapat 6 bau.

Di Desa Morodemak Kepala Desa mendapat 6 ha, Sekretaris Desa mendapat 4
Kepala Urusan Pemerintahan mendapat 2 ha, Kepala Urusan Umum mendapat 2

Kepala Urusan Pembangunan mendapat 2 ha, Kepala Urusan Kesejahteraan

Rakyat mendapat 2 ha, dan Kepala Urusan Keuangan mendapat 2 ha.

Bagian tanah bengkok untuk masing-masing pejabat Desa Morodemak ini pun

mengikuti pola pembagian tanah bengkok pamong desa lama dengan cara

penyetaraan. Penyetaraannya adalah sebagai berikut:

1.

2.

Kepala Desa disamakan dengan Lurah yaitu 6 ha.
Sekretaris Desa disamakan dengan Carik yaitu 4 ha.
Kepala Urusan Pemerintahan disamakan dengan Kamituwo yaitu 2 ha.

Kepala Urusan Pembangunan disamakan dengan Ulu-Ulu yaitu 2 ha.
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Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat disamakan dengan Modin Lanang yaitu 2
ha.

Pembantu Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat disamakan dengan Modin Wedok
yaitu 2 ha.

Kepala Urusan Keuangan disamakan dengan Bayan yaitu 2 ha.

Kepala Urusan Umum disamakan dengan Petengan mendapat 2 ha.

Sedangkan di Desa Sriwulan Kepala Desa mendapat 13 ha, Sekretaris Desa

mendapat 7 ha, Kepala Urusan Pemerintahan mendapat 3 ha, Kepala Urusan Umum

mendapat 3 ha, Kepala Urusan Pembangunan mendapat 2 ha, Kepala Urusan

Kesejahteraan Rakyat mendapat 2 ha, Kepala Urusan Keuangan mendapat 3 ha,

Pembantu Kepala Urusan Pembangunan 2 ha, Pembantu Kepala Urusan Keuangan 3,

Pembantu Kepala Urusan Umum 3, Pembantu Kepala Urusan Kesra 2 ha, Kepala

Dusun[ 3 ha, dan Kepala Dusun II 3 ha.

Sebgaimana di Desa Tambirejo dan Desa Morodemak pembagian tanah

bengkok di Desa Sriwulan juga mengikuti pola pamong desa lama. Masing-masing

pejabat disetarakan dengan jabatan pada pamong desa lama yaitu:

1.

2.

Kepala Desa disamakan dengan lurah yaitu 13 ha.

Sekretaris Desa disamakan dengan Carik yaitu 7 ha.

Kepala Urusan Pemerintahan disamakan dengan Kamituwo yaitu 3 ha.
Kepala Urusan Pembangunan disamakan dengan Bayan I yaitu 2 ha.
Kepala Urusan Kesra disamakan dengan Modin I yaitu 2 ha.

Kepala Urusan Keuangan disamakan dengan Bayan II yaitu 3 ha.
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7. Kepala Urusan Umum disamakan dengan Bayan III yaitu 3 ha.

8. Pembantu Kaur Pembangunan disamakan dengan Bayan IV yaitu 2 ha.
9. Pembantu Kaur Keuangan disamakan dengan Bayan V yaitu 3 ha.

10. Pembantu Kaur Umum disamakan dengan Bekel III yaitu 3 ha.

11. Pembantu Kaur Kesra disamakan dengan Modin Il yaitu 2 ha.

12. Kepala Dusun I disamakan dengan Bekel I yaitu 3 ha.

13. Kepala Dusun Il disamakan dengan Bekel II yaitu 3 ha.

Sedangkan pengaturan fanah bengkok untuk kasus jika terjadi kekosongan
jabatan Kepala Desa mengalami regulasi baru. Dalam sistem adat jika lurah lama
berhenti maka yang menjalankan tugas sampai dengan terpilih dan dilantiknya Lurah/
Kepala Desa baru adalah Kamituwo. Oleh karena itu, secara otomatis tanah bengkok
yang semula menjadi hak Lural/ Kepala Desa beralih kepada Kamituwo, hanya tidak
seluruhnya. Kamituwo hanya menerima kurang lebih 90 persen sedangkan 10 persen
sisanya diberikan kembali kepada mantan lurah selama 3 tahun sebagai hak pensiun.

Saat penelitian ini dilakukan pengaturannya tidak demikian lagi. Saat ini
sebagaimana terjadi di Desa Morodemak dan Tambirejo dibuat aturan baru dalam
bentuk Keputusan Desa. Tanah bengkok bagian mantan Kepala Desa kembali ke
Desa, melalui Rapat-Desa sebagain dari tanah ini diberikan kembali kepada mantan
Kepala Desa sebagai fanah pensiun. Di Desa Tambirejo mantan Kepala Desa
mendapat tanah pensiun seluas 0,5 bahu selama 3 tahun dan di Desa Morodemak
seluas 0,25 bahu selama 2 tahun. Karena selama belum dipilih dan diangkat Kepala

Desa definitif diangkat seorang staf kecamatan sebagai Pejabat Kepala Desa maka
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Pejabat Kepala Desa tersebut perlu diberi tanah bengkok sebagai honornya. Di Desa
Morodemak pejabat Kepala Desa diberi 0,25 bahu selama setahun dan di Desa
Tambirejo diberi 0,5 bahu selama setahun.

Dalam pembuatan Keputusan Desa tentang pemberian tanah pensiun untuk
mantan Kepala Desa dan tanahi honor untuk pejabat Kepala Desa peranan Kepala
Desa dan LMD sangat menentukan. Partisipasi warga desa juga tidak ada. Rapat
LMD yang dihadiri oleh staf kecamatan, Mantri Polisi atau Sekretaris Wilayah
Kecamatan, langsung mengesahkan apa yang telah dikonsep oleh Kepala Desa dan
anggota LMD. Jadi, yang menentukan bukan warga desa tapi Pemerintah Desa dan

pejabat kecamatan.

B. Dampak Terhadap Lembaga Peradilan Desa

Informan menjelaskan bahwa lembaga peradilan desa masih berjalan sampai
sekitar pertengahan 1970-an. Jika suatu hari terjadi perselisihan antar warga baik
yang berupa pertengkaran suami-isteri yang menyebabkan tindak kekerasan,
pertengkaran antar tetangga, pertengkaran antar kampung, rebutan air di sawah,
perusakan tanaman oleh hewan piaraan, dan lain-lain saat itu juga langsung dibawa
ke kelurahan meskipun terjadi pada malam hari. Lurah didampingi Kamituwo
kemudian melakukan investigasi kepada pihak-pihak yang bersengketa tersebut.
Setelah jelas masalahnya lurah mendesak kepada kedua belah untuk berdamai. Di sini
lurah bertindak sebagai arbitrator/ wasit. Untuk itu, ia akan membuat formulasi

perdamaian seadil-adilnya. Pihak yang merugikan harus mau memberi ganti rugi
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kepada pihak yang dirugikan. Setelah masing-masing pihak setuju, carik membuat
akta perdamaian dalam buku registernya kemudian ditanda-tangani oleh masing-
masing pihak dan diketahui oleh lurah. Jika masing-masing pihak tidak bisa
didamaikan maka perkara akan diteruskan ke kecamatan. Di kecamatan perkara ini
ditangani oleh Manteri Polisi. Jika di kecamatan pun mereka tidak bisa didamaikan
perkara lalu diserahkan ke polisi untuk diteruskan ke pengadilan. Sepanjang yang
diketahui informan, semua perselisihan yang terjadi di desanya pada masa itu dapat
didamaikan saat itu juga di depan Lurah, Kamituwo, dan Carik. Perkara perselisihan
belum ada yang diteruskan sampai ke pengadilan.

Peradilan desa yang praktis dan efekuf tersebut mulai pudar sekitar akhir
1970-an. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 peradilan desa
praktis tidak dijalankan. Terdapat dua hal yang menjadi penyebabnya. Pertama,
adalah sikap masyarakat sendiri yang merasa sudah melihat pengalaman luar. Dulu
masyarakat tidak banyak mengetahui tentang adanya peradilan yang bekerja di luar
desanya. Meskipun sebagian dari mereka ada yang sedikit mengetahui tapi mereka
merasa bahwa aturan yang berada di luar desanya itu dirasakan tidak bisa dijangkau
mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, mereka
lebih merasa pas kalau menyerahkan masalahnya kepada Pak Lurah yang
disimbolkan sebagai “Bapak™.

Sejalan dengan makin berkembangnya pola pikir masyarakat desa, mereka
sadar bahwa di luar desanya terdapat lembaga peradilan yang sebenarnya juga bisa

dijangkau oleh orang desa. Dari sinilah mereka mulai melihat lembaga peradilan di
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luar desanya yang berfungsi menyelesaikan perkara perdata atau pidana. Kesadaran
ini membuat orang-orang desa mulai kurang percaya pada lembaga peradilan desa
karena dirasa tidak memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berselisih.

Penyebab kedua adalah peranan Pemerintah Desa sendiri yang sengaja tidak
memelithara dan mengembangkan peradilan desa ini sesuai dengan tuntutan
masyarakat. Bahkan sejak periode Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 ada
kecenderungan pihak Pemerintah Desa mengarahkan semua perkara baik perdata
maupun pidana untuk disclesaikan di kantor polisi atau Pengadilan Negeri. Para
Kepala Desa memberi penjelasan bahwa mercka tidak mau pusing dengan urusan-
urusan konflik warga seperti itu karena bukan merupakan tugas Pemerintah Desa.
Menurut mereka tugas Pemerintah Desa adalah membangun desa dan memberi
pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas menyeclesaikan perkara adalah tugas
polisi dan lembaga pengadilan.

Penjelasan Kepala Desa ini tentu berkaitan dengan fungsi Pemerintah Desa
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Dalam Undang-
Undang ini memang tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur fungsi
menyelenggarakan peradilan oleh Pemerintah Desa. Demikian pula peraturan-
peraturan pelaksanaan di bawahnya. Padahal sebenarnya hal ini bisa ditampung oleh
Pemerintah Desa karena Desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Tapi karena urusan rumah tangganya sendiri juga tidak jelas maka peradilan desa

menjadi terabaikan.
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Hilangnya peradilan desa akibat kebijakan pemerintah pusat ditunjukkan pula
oleh Benda-Benchmann (1984: 70-73) dalam kasus peradilan desa di Sumatera Barat.
Peradilan desa di Sumatera Barat meskipun pada awalnya ketika kebijakan
pemerintah pusat tersebut diterapkan terdapat dua sistem peradilan yang digunakan
oleh masyarakat yaitu pengadilan negera dan pengadilan adat tapi dalam
perkembangan berikutnya akibat banyaknya keluhan yang ditujukan pada hakim-
hakim desa yang dianggap memihak membuat masyarakat desa meninggalkan
lembaga adat int. Kondisi pengadilan desa saat ini juga ditinggalkan oleh masyarakat
pendukungnya.

Sebenarnya peradilan desa telah berjalan ratusan tahun lalu. Bahkan
pemerintah Belanda memandang bahwa peradilan desa mempunyai fungsi justisial
yang cfektif dalam menciptakan tata masyarakat desa yang tenteram dan aman. Oleh
karena 1tu, Belanda lalu mengaturnya secara formal dalam /nlandsch Reglement pasal
25 (2):

Jika ada perselesihan faham antara penduduk desa di lapangan hukum
perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka kepala desa dengan
bantuan panatua, mengadili perselisihan itu dengan jalan mendamaikan.

Kemudian dalam pasal 3a Rechtelijke Organisatie (Organisasi Peradilan)
Stbld. 1935 N.102 ditegaskan tentang ruang lingkup peradilan desa yang berkaitan
dengan urusan rumah tangga desa. Bunyi pasal ini adalah:

Perkara-perkara yang menurut adat masuk kekuasaan hakim dari
golongan kecil (hakim desa) tetap masuk golongannya. Kepada pihak-

pihak yang berperkara diberi hak untuk memajukan perkaranya langsung
kepada hakim yang lain. Hakim-hakim desa menjatuhkan keputusan
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menurut hukum adat (berupa perdamaian) dan tidak dapat menjatuhkan
hukuman.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang
tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara
pengadilan sipil tidak mengurangi peradilan desa menurut Rechtelijke Organisatie
tersebut. Nanwn karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tidak mengatur fungsi
peradilan desa ini maka Pemerintah Desa tidak melaksanakan fungsi ini dalam

penyelenggaraan rumah tangganya.

C. Dampak Terhadap Gotong Royong Desa

Sampai dengan pertengahan 1970-an lembaga gotong royong desa masih
berjalan efektif. Pada saat itu ada semacam ketentuan bahwa warga desa mempunyai
kewajiban kerja bakti kepada desa. Setidaknya setiap kepala keluarga mempunyai
kewajiban kerja bakti kepada desa sebulan sekali. Sebulan sekali kepala keluarga
atau yang mewakilinya wajib mengorbankan waktu dan tenaganya untuk gotong
royong/ kerja bakti. Obyek yang menjadi lahan kerja bakti ditentukan oleh desa
berdasarkan hasil kesepakatan yang digariskan dalam Kumpulan-Desa dan biasanya
berkisar pada perbaikan jalan desa/ kampung, pembuatan/ perawatan jembatan,
saluran air, got, fasilitas umum, gardu jaga, dan membersihkan kubur dan masjid.

Kerja bakti biasanya dikerjakan pada hari Minggu dengan cara beramai-ramai
mulai pagi sampai tengah hari. Desa menyediakan makanan kecil dan minuman.

Ada juga kerja bakti berdasarkan target yang ditentukan desa dan penyelesaiannya
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menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga. Misal untuk perbaikan jalan masuk
desa yang panjangnya 1 km. Jalan ini dibagi menjadi petak-petak sebanyak jumlah
Kepala Keluarga dan setiap petak menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang
bersangkutan untuk menyelesaikannya.

LLembaga gotong royong ini mulai pudar dan akhirnya hilang sejak
pertengahan 1980-an. Hal ini diawali dengan perubahan lembaga norowito yaitu
tanah komunal yang didistribusikan pada warga desa untuk kesejahteraannya. Tanah
norowito hanya menjadi hak pakai selama hidup si penerima. Jika yang bersangkutan
meninggal dunia tanih ini secara otomatis kembali ke desa. Oleh desa tanah ini
kemudian diberikan kepada petani yang telah menunggw/ magang tani. Dengan
lembaga tanah norowito desa memberi tanah kepada warga. Oleh desa warga
penerima tanah dengan hak garap tersebut diberi kewajiban menyumbangkan
tenaganya kepada desa dalam bentuk kerja wajib yang ditentukan. Inilah yang
menjadi dasar gotong royong/ kerja bakti bagi warga desa.

Meskipun secara ekonomis perubahan tanah komunal menjadi hak milik
pribadi tersebut membuat lebih efesien dan produktiv tanah tersebut karena pemilik
akan memaksimalkan penggunaannya (Bromley; 1984) tapi dampaknya terhadap
gotong royong justeru negatif. Setelah tanah norowito dikonversikan menjadi hak
milik pribadi sejak tahun 1960 melalui Undang-Undang Pokok Agraria secara
berangsur-angsur kegiatan gotong royong/ kerja bakti makin tidak didukung oleh

warga desa karena mereka merasa tak terikat dengan balas jasa kepada desa.
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Namun sebenarnya penyebab makin lunturnya semangat gotong royong
tersebut bukan semata-mata akibat perubahan hak atas tanah komunal tersebut.
Terdapat beberapa faktor yang mempercepat menipisnya semangat gotong royong
warga desa:  Pertama, akibat kesalahpahaman masyarakat desa terhadap uang
Bantuan Desa (Inpres Bandes) sebagaimana disampaikan olch Sekretaris Desa
Sriwulan yang diterima desa setiap tahun sejak awal 1970-an untuk pembangunan
desa. Uang bantuan desa yang sebenarnya sebagai perangsang untuk pembangunan
desa dipahami sebagal uang pemberian pemerintah untuk membangun desa, karena
itu masyarakat merasa tidak perlu lagi gotong royong seperti zaman dulu sebab untuk
membangun jalan, jembatan, dan lain-lain sudah disediakan dana oleh pemerintah.
Pandangan masyarakat seperti inilah yang akhirnya menyulitkan Pemerintah Desa
untuk menggerakkan masyarakat melakukan gotong royong desa seperti sebelum
tahun 1970-an. Kedua, karena ketidak-mampuan Pemerintah Desa meredefinisi
gotong royong desa itu sendiri. Pemerintah Desa terjebak pada model gotong royong
zaman norowito yang lebih mencerminkan kerja rodi/ kerja wajib daripada gotong
royong atas dasar kebersamaan dan sepenanggungan. Karena itu, seringkali
Pemerintah Desa tidak peka menetapkan sasaran dan cara memberi perintah kepada
warga. Misal masyarakat diminta gotong royong membersihkan saluran irigasi.
Kegiatan ini tentu tidak direrima oleh mereka yang tidak mempunyai sawah karena
kelompok ini tidak berkepentingan terhadap lancarnya air. Pada zaman dulu hal ini
bisa diterima oleh seluruh warga karena hampir semua warga desa ekonominya

menggantungkan diri pada sawah meskipun mereka tidak mempunyai sawah.
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Sekarang sejalan dengan diversifikasi pekerjaan (Dibyo Prabowo; 1995) sebagian
masyarakat desa tak terkait dengan sawah. Kelompok ini jelas keberatan karena
memelihara sistem irigasi tak berhubungan dengan kepentingannya. Di samping itu
dalam praktik mereka yang diperintah gotong royong hanya “orang-orang kecil”
sementara orang-orang kaya dan tokoh-tokoh masyarakat tidak disuruh. Dalam
konteks zaman dulu yang sistem nilainya masih bersifat feodalistis hal ini bisa
diterima oleh masyarakat tapi sckarang dalam suasana yang lebih demokratis cara
seperti 1tu ditolak oleh sebagian besar warga.

D1 samping itu, sistem pemerintahan baru yang merasionalisasi semua
program dan kegiatan pembangunan juga mempunyai andil yang besar terhadap
hilangnya lembaga gotong royong desa terscbut. Perlu diketahui bahwa dalam
menjalankan pembangunan, Pemerintah Desa merinci program menjadi kegiatan dan
kegiatan dijabarkan lagi dalam satuan-satuan biaya yang dituangkan dalam APPKD.
Dengan demikian, gotong royong menjadi tak relevan dalam penyusunan program
pembangunan. Kalau toh gotong royong dicamtumkan dalam rencana anggaran
sifatnya hanya proforma.

Namun di lapangan, gotong royong masih tetap eksis hanya gotong royong
tak lagi berkait dengan fungsi Pemerintahan Desa. Gotong royong telah turun
menjadi milik masyarakat. Gotong royong hidup dalam komunitas RT-RT,
organisasi-organisasi pemuda, dan kelompok-kelompok pengajian. Di hampir semua
RT telah tumbuh lembaga gotong royong dalam bentuk arisan, ronda, jimpitan,

tabungan, iuran pembangunan, simpan pimjam, dan santunan sosial. Fenomena yang
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sama juga terjadi dalam organisasi-organisasi pemuda, dan kelompok-kelompok
pengajian. Gotong royong yang berkembang ini bukan atas dasar lembaga norowito
yang bersifat resiprokal tapi lebih pada kesukarelaan warga atas kesamaan
kepentingan. Gotong royong model baru tak dijiwai adat tapi lebih merupakan
kepentingan rasional dari para pendukungnya. Masyarakat yang tinggal dalam satu
RT muncul kesadaran membangun sistem sosial dalam lingkup RT dengan lembaga-
lembaga yang disepakati bersama. Lembaga-lembaga ini meliputi bidang sosial,
ckonomi, politik, keagamaan, dan keamanan. Hal ini sesuai dengan temuan
Tjondroncgoro (1984) dalam penelitiannya di Kendal dan Cibadak bahwa demokrasi
asli masyarakat desa termasuk di dalamnya gotong royong bergeser ke lingkungan
dukuh/ kemandoran karena di sini ruang masyarakat masih luas untuk
mengembangkan pola interaksinya atas dasar sodality.

Fenomena tersebut cukup menarik. Ketika Pemerintah Desa tak berfungsi
memelihara dan mengembangkan lembaga gotong royong lembaga ini justeru
berkembang dengan baik dalam komunitas-komunitas yang relatif independen
seperti RT, organisasi pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini berarti
bahwa gotong royong merupakan unsur asli yang dibutuhkan oleh komunitas. Hanya
persoalannya ketika lembaga formal yang mengatur komunitas tersebut tak mampu
merespon esensi gotong royong itu sendiri maka anggota komunitas tak lagi
mendukungnya. Inilah yang ditampilkan oleh Pemerintahan Desa menurut Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1979.
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D. Dampak Terhadap Lembaga Pologoro

Menurut adat warga desa yang minta persaksian kepada Kepala Desa (Lurah)
dan Sekretaris Desa (Carik) atas transaksi jual beli/ sewa-menyewa memberi uang
jasa kepadanya yang besarnva sesuai dengan kepantasan setempat. Uang jasa
semacam ini disebut uang pologoro. LLembaga pologoro diperlukan masyarakat desa
karena berkait dengan pemahaman bahwa para pelaku tak sekedar memberi uang
lelah kepada pengurus desa atas kesaksiannya dalam transaksi jual-beli/ sewa-
menyewa tapi yang lebih penting adalah kesediaan melindungi keamanan pasca
transaksi oleh Kepala Desa. Artinya oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jika
pada suatu hari terjadi hal-hal yang merugikan di antara mereka, mereka akan
datang lagi kepada Lurah untuk minta perlindungan hukum. Lurah mempunyai
kewajiban untuk melindunginya. Perlu diketahui bahwa pada zaman dulu Lurah
adalah orang yang berwibawa dan mampu memberi perlindungan hukum kepada
yang memerlukan. Berangkat dari kerangka pikir inilah pihak-pihak yang melakukan
transaksi memberi uang pologoro.

Di ketiga desa pologoro masih berlaku sesuai dengan adat. Namun karena
pologoro juga dapat dimanfaatkan untuk mengeksploitasi warga desa Pemerintah
Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 1988 tentang Pungutan Desa khususnya pasal 1(e). Peraturan
Daerah ini memberi petunjuk bahwa semua pungutan yang memberi beban pada
masyarakat harus diatur dengan jelas melalui Keputusan Desa. Meskipun demikian,

di Desa Tambirejo pologoro masih berjalan secara adat. Setiap warga yang minta
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persaksian atas transaksi jual-beli memberi uang pologoro kepada Desa sebesar 5 %

dari nilai jual. Aturan ini tidak dituangkan dalam Keputusan Desa sebagaimana

ditentukan oleh Peraturan Daerah tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Desa

Sriwulan. Sedangkan di Desa Morodemak pologoro ditetapkan dalam Keputusan

Desa dengan rincian sebagai berikut:

a. Warga yang melakukan jual-beli perahu, rumah, tambak, dan lain-lain dikenakan
tanif sebagai berikut: barang dengan nilai jual kurang dari 5 juta dikenakan uang
pologoro kepada Desa sebesar 5%.

b. Warga yang melakukan jual-beli barang dengan nilai jual lebih dari 5 juta
dikenakan uang pologoro sebesar 1,5%.

Uang yang diperoleh dari pologoro tersebut lalu dibagi dengan prosentase
sebagat berikut:

a. Kepala Desa mendapat bagian 25%.

b. Sekretaris Desa mendapat 20%.

c. Perangkat Desa mendapat 35%.

d. Desa mendapat 20%.

Bagi pengurus desa pologoro dianggap baik dan berupaya untuk tetap
dipertahankan karena mendatangkan keuntungan ekonomis. Tapi bagi masyarakat
lembaga pologoro ini sangat dikeluhkan karena memberi beban tambahan yang
memberatkan. Menurut masyarakat dalam konteks sekarang sudah tidak relevan
mempertahankan pologoro karena kedudukan Kepala Desa dan Sekretaris Desa

dalam transaksi jual-beli dan sewa-menyewa tersebut hanya sebagai saksi. Fungsi
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perlindungan pasca transaksi sudah tidak ada lagi. Kalau toh tetap dipertahankan
hendaknya tidak menggunakan tarif tertentu tapi secara sukarela seperti pemberian
sumbangan waktu minta surat keterangan dan 1zin keramaian.

Dampak negatif dari pologoro adalah dimanfaatkannya lembaga pologoro
oleh Kepala Desa untuk keuntungan pribadi. Dampak negatif lainnya adalah sikap
Kepala Desa yang tidak berupaya melindungi aset/ sumber daya alam khususnya
tanah milik warga agar tetap dimiliki warganya tapi malah mendorong agar tanah-
tanah milik warga tersebut dijual kepada pihak luar yang biasanya terdiri atas orang-
orang kaya kota. Hal ini terjadi karena Kepala Desa mengharapakan uang pologoro
jika terjadi jual beli atas tanah milik warga tersebut. Di samping itu Kepala Desa
juga akan mendapatkan prosentase tertentu dari nilai jual karena biasanya Kepala
Desa juga bertindak sebagai perantara/ calo. Di ketiga sampel Kepala Desa mengaku

bahwa uang pologoro adalah salah satu penghasilan Kepala Desa yang didambakan.

E. Dampak Terhadap Upacara Adat Desa
Menurut adat Pemerintah Desa pada bulan Apir (sebulan sesudah Syawal)
menyelenggarakan upacara sedekah bumi demi keselamatan dan kesejahteraan desa
dan masyarakat. Upacara ini diyakini sebagai upaya spiritual nyelemati desa agar
desa yang dihuni tetap memberikan ketenangan, kemakmuran, dan berkah kepada
penghuninya.
Upacara sedekah bumi diawali dengan selamatan di pendapa kelurahan. Pada

hari yang telah ditentukan setiap Kepala Keluarga membawa tumpeng ke pendapa
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kelurahan. Setelah semuanya terkumpul modin memanjatkan doa. Selesai modin
memanjatkan doa tumpeng lalu dimakan bersama dan sisanya dibawa pulang oleh
hadirin. Biasanya bersamaan dengan i1tu diadakan pertunjukan wayang kulit sehari
semalam. Pertunjukan wayang kulit tersebut, khusus pada siang hari selalu
mengambil lakon antara dua pilithan: mbangun taman kartonadi atau pendawa
sawahan. Kedua lakon inl menggambarkan kegiatan membangun desa. Dengan
lakon i masyarakat berharap agar desa terus membangun sehingga makin maju
yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada warganya. Sedangkan
pada malam harinya lakon diserahkan warga untuk ditentukan sendiri sesuai
kesepakatan bersama.

D1 Desa Tambirejo upacara sedekah bumi masih dilakukan tapi sudah tidak
disertar dengan pertunjukan wayang kulit. Upacara ini diselenggarakan pada salah
satu hari di bulan Apit menurut penangglan Jawa. Kegiatan i dipimpin oleh
sesepuh desa. Setiap kepala keluarga membuat ambengan, hidangan yang ditaruh
dalam tampah/ nyiru, lalu dibawa ke balai desa. Sebagian warga desa laki-laki,
perempuan, kebanyakan anak-anak datang di balai desa. Sesepul desa dan Kepala
Desa memberi sambutan yang isinya menjelaskan tujuan sedekah bumi dan
mengucapkan terima kasih atas keikhlasan warganya yang bersedia
menyelenggarakan sedekah bumi demi kesuburan tanah desa. Setelah itu “Pak
Modin” membaca doa. Sehabis doa warga lalu makan ambengan yang sudah tersedia

tersebut dengan cara saling tukar ambengan.
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Desa Morodemak dengan kondisi alamnya yang bersifat pantai melaksanakan
upacara sedekah bumi dengan nama sedekah laut. Pada hari kedelapan bulan Syawal,
masyarakat mengadakan selamatan dan membuat sesaji untuk dibuang ke laut.
Selamatan dipimpin oleh seorang Kyai pada malam hari di Balai Desa dengan
membaca fahlil diakhiri dengan pembacaan doa. Kegiatan ini dilakukan dengan
tujuan agar usaha menangkap ikan di laut yang dilakukan oleh warga dijauhkan dari
mara bahaya, senantiasa mendapatkan keselamatan, dan memperoleh hasil yang
memuaskan.

Pada acara tersebut selalu ada seekor kerbau yang disembelih. Kerbau yang
disembelih dagingnya dimasak dan dimakan bersama sehabis kenduri sedangkan
kepalanya esok paginya dilarung ke laut dijadikan sesaji. Bersamaan dengan
palarungan sesaji yang terdin atas kepala kerbau, jajan pasar, dan kembang telon,
dimeriahkan pula dengan lomba dayung perahu oleh warga yang sebagian besar
memang memiliki perahu. Lomba dayung perahu in1 menjadi sangat menarik karena
masing-masing peserta menghias perahunya dengan warna-warni hiasan: cat baru,
bendera, rumbai-rumbai, dan janur.

Di desa Morodemak sejarah sedekah laut tak lepas dari mitos budaya pantai.
Ada kepercayaan bahwa di muara laut ada penunggu yang disebut Mbah Jalintheng.
Mbah Jalintheng ini diyakini sebagai dayang yang Mbau Rekso, menjaga
keselamatan dan kesejahteraan warga desa. Untuk itu, sebagai imbal baliknya
masyarakat desa setahun sekali harus mengadakan sesaji ke laut sebagai

persembahan kepada Mbah Jalintheng in1. Jika tidak, maka akan terjadi musibah.
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Informan memberi contoh bahwa pernah terjadi ketika masyarakat lupa tidak
mengadakan sedekah laut, tiba-tiba datang ombak besar dan harhpir memporak
porandakan perkampungan Desa Morodemak.

Sedekah laut di Desa Morodemak sebelum 1980-an diselenggarakan oleh
masyarakat. Persiapan seperti membuat tumpeng. menghias perahu, dan nanggap
wayang diadakan sendiri oleh masyarakat. Tapi sejak 1990-an kegiatan sedekah laut
diambil alih Dinas Pariwisata Pemda Tingkat I Demak. Panitia dibentuk oleh
Pemerintah Daerah. Pemerintah Desa tidak terlibat, yvang terlibat hanya pengurus
KUD. Biaya penyelenggaraan ditanggung oleh KUD dengan alasan bahwa KUD
adalah lembaga milik masyarakat yang menarik iuran sctiap hari pada masyarakat.
Oleh karena 1tu, sudah selayaknya KUD sebagai penanggung dana.

Setelah sedekah laut diambil alih Pemerintah Daerah acaranya menjadi
formal. Pada pagi hari setelah segala sesuatunva beres rombongan Bupati dan
Muspida datang. Rombongan kemudian melakukan prosesi di depan TPI (Tempat
Pelelangan lkan). Kyai setempat memimpin doa. Selesai berdoa, sebagian tumpeng
dimakan ramai-ramai dan sebagian dilarung ke laut. Setelah itu, diadakan lomba
perahu yang diikuti oleh nelayan setempat dan tarik tambang. Di dekat TPI juga
diadakan panggung hiburan: dank dut dan wayang kulit.

Kegiatan sedekah luat yang telah diambil alih Pemerintah Daerah Tingkat II
Demak tersebut mengakibatkan terjadinya sikap tak acuh masyarakat. Masyarakat
beranggapan bahwa kegiatan itu bukan kegiatannya tapi gawenya Pemerintah.

Dengan demikian, masyarakat tidak mau berpartisipasi seperti membuat tumpeng,
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menghias perahu, lomban bersama keluarga ke laut, dan membiayai pertunjukan
wayang. Kepala Desa yang pada masa dilaksanakan oleh masyarakat berperan
scbagal sponsor semua kegiatan saat ini hanya sebagai tamu, menghadiri undangan
dari panitia.

Ketika ditanyakan apa keuntungan dan kerugiannya jika sedekah laut
ditangani masyarakat dan jika ditangani Pemda, informan menjawab bahwa jika
masyarakat yang menyclenggarakannya masyarakat bisa leluasa mengadakan
kegiatan: membuat acara, prosesi, hiburan, dan gotong royong sedekah laut.
Kerugiannya kalau terjadi apa-apa, kecelakaan misalnya orang yang mengalami
kecelakaan tersebut tidak bisa mendapatkan asuransi. Di samping itu, promosi tidak
segencar sekarang yang membuat Desa Morodemak bisa dikenal luas. Kerugian lain
adalah masyarakat hilang gairahnya untuk ikut mengadakan sedckah laut. Dulu
partisipasi masyarakaat tinggi, sekarang tidak ada lagi. Di samping itu, dengan
banyaknya orang dari daerah lain yang mendatangi Morodemak sering membawa
dampak sosial dan keamanan yang eksesnya menjadi beban masyarakat. Kalau
dikelola Pemerintah Daerah keuntungannya kegiatan ini bisa menjadi daya tarik
wisata sehingga bisa memperkenalkan wisata daerah dan wisata laut yang sekaligus
juga memperkenalkan Desa Morodemak ke luar daerah. Keutungan lain adalah
dengan dikelolanya acara ini secara bisnis ada pemasukan kas untuk Pemerintah
Daerah dan panitia lokal dari penjualan tiket masuk.

Di sini tampak bahwa untuk kegiatan upacara tradisional yang masih hidup

meskipun sudah kehilangan makna simboliknya Pemerintah Desa sudah tidak
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berperan. Untuk kasus upacara adat di Desa Morodemak ketika ritual ini mempunyai
nilai ekonomis sebenarnya upacara tersebut bisa secara kreatif diubah menjadi
wahana kegiatan ekonomi rakyat. Tapi ketika semuanya diambil alih oleh Pemerintah
Daerah masyarakat desa menjadi tak mengacuhkannya.

Meskipun di Morodemak dan Tambircjo masih diadakan upacara adat
sedekah bumi/ sedekah laut tapi scbenarnya sudah tidak signifikan dengan fungsi
Pemerintahan Desa. Sedekah laut di Desa Morodemak saat ini bukan lagi menjadi
bagian dari fungsi Pemerintahan Desa tapi telah dijadikan upacara adat oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan dikelola oleh Dinas Pariwisata untuk
tujuan wisata. Sedangkan di Desa Tambirejo sedekah bumi sekedar memenuhi
kebiasaan. Makna simbolis dari upacara sedekah bumi tersebut tak lagi menjadi
motivasi penyelenggaraannya. Di sini telah terjadi sekularisasi. Menurut Sekretaris
Desa makin hari upacara ini makin tidak didukung oleh masyarakat. Terbukti yang
datang membawa dan mengepung tumpeng dan ambengan hanya anak-anak kecil.
Oleh karena itu, untuk tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Desa merasa tidak
perlu lagi menyelenggarakan sedekah bumi tersebut. Dana untuk itu akan lebih
bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pembangunan fisik yang jelas-jelas
berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Desa Sriwulan sedekah bumi sudah tidak dilakukan sejak sekitar 1970-an.
Sekretaris Desa yang telah menjabat sejak 1969 menjelaskan bahwa Desa mulai tidak
menyelenggarakan sedekah bumi karena hanya didukung oleh sebagian kecil

masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang dipelopori oleh tokoh-tokoh agama,
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kyai/ ulama, menentang diselenggarakan sedekah bumi lebih-lebih kalau dalam
penyelenggaraannya diadakan juga pertunjukan wayang kulit dan membuang sesaji.
Para tokoh agama menyampaikan fatwa bahwa sedekah bumi berdasarkan adat lama
itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dipeluk oleh seluruh warga Desa
Sriwulan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak usah diadakan.

Berdasarkan semua 1tu, maka sedekah bumi yang dilakukan sekarang telah
mengalami transformasi makna: dart makna simbolis yang bersifat kerohanian ke
makna duniawi yang berorientasi ckonomis. Pada asalnya sedckah bumi/ laut
bermakna simbolis yang mengacu pada nilai-nilai kepercayaan yang diyakini dapat
menciptakan keharmonisan antara mikro dan makrokosmos. Tapi sejalan dengan
proses Islamisasi dan gerakan purifikasi, ritual berdasarkan kerpercayaan lama ini tak
lagi mendapatkan pijakan dan legitimasi keagamaan. Hal ini juga ditambah dengan
pola pikir masyarakat yang makin rasional. Akibatnya ritual ini makin tak fungsional
dengan perilaku masyarakat saat ini.

Namun jika Pemerintah Desa mampu secara dinamis merevitalisasi upacara
adat tersebut secara rasional upacara adat tersebut bisa dipertahankan. Caranya
upacara adat tersebut dilegitimasi dengan nilai baru yang mampu mengaktualisasikan
nilai simbolis yang bersifat transenden dan nilai ekonomis yang bersifat profan
seperti yang terjadi di Desa Morodemak. Karena bagaimana pun lembaga ini
sebenarnya masih fungsional dalam perilaku masyarakat desa. Kalau para tokoh

agama menentangnya sebenarnya yang ditentang bukan pada lembaganya tapi pada
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dasar filosofisnya yang lebih mengacu pada kepercayaan primitif sehingga tidak
sesual dengan akidah Islam yang puritan.

Tak mampunya Pemerintah Desa merespon secara pro aktif dinamika
perubahan pola pikir dan aspirasi warganya mengakibatkan hilangnyva salah satu
lembaga sosial yang mengatur masyarakat desa. Akibat selanjutnya masyarakat desa
yang berbasis pada budaya pertanian yang masih meyakini bahwa sedekah bumi
sebagai salah satu bagian dari siklus menanam padi mengalami ketidak tenteraman
batin. Hal mi dibuktikan dengan pendapat informan yang mengatakan bahwa
merajalelanya hama tikus saat ini karena bumi tak pernah diriwat/ disedekahi.

Ketidak mampuan Pemerintah Desa dalam menampung dinamika perubahan
budaya masyarakat tak lepas dari kebijakan Pemerintah Pusat yang menekankan pada
rasionalisasi fungsi dari Pemerintah Desa. Tiga fungsi utama menjadi titik beratnya:
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, bidang yang berada di

luar ketiga fungsi ini menjadi terabaikan.

F. Dampak Terhadap Sistem Sosial Masyarakat Desa
Sebagai masyarakat hukum adat masyarakat desa telah mempunyai lembaga-
lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial ini melahirkan tatanan sosial masyarakat
desa. Lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan struktur kekuasaan,
menjadi rumah tangga desa di bidang politik sebagaimana telah dijelaskan di depan.
Sedangkan kaitannya dengan sistem sosial secara umum lembaga sosial menjadi

perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, yang mempunyai sifat
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kekal dan bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat (Sumner dalam
Soerjono Soekanto; 1987: 179).

Jefta Leibo (1995: 38-40) menjelaskan bahwa lembaga sosial adalah
keseluruhan peraturan, norma-norma, adat i1stiadat yang mendapat dukungan dari
masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilar yang penting. Kemudian semua itu
mengatur hubungan sosial antara para anggota masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannya, demi kesejahteraan mercka sendiri. Lembaga sosial tumbuh dari basic
human drives (dorongan dasar dalam dirt manusia) yang mencakup self preservation
(pertahanan dirt), self perpetuation (mempertahankan ras, nama baik, dan
keturunan), dan self expression (eksprest dirt). Dari basic human drives tersebut lalu
berkembang menjadi kebutuhan (human needs), kemudian mendorong untuk
bertingkah laku (human acitiviteit) untuk memenuhi kepentingannya (human
interest). Mula-mula lembaga sosial berbentuk wsage, cara, folkways, yaitu cara
berperilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat, kemudian menjadi mores atau
tata kelakuan. Tata kelakuan yang kekal dan kuat integrasinya dengan pola-pola peri
kelakuan masyarakat dapat meningkat menjadi custom atau adat istiadat. Adat
istiadat yang telah mengalami proses pelembagaan (institutionalization) akan
membentuk lembaga sosial.

Lembaga sosial berfungsi mengatur sikap dan tingkah laku para warganya
yang sekaligus merupakan pedoman bagi mereka dalam melakukan interaksi satu
dengan yang lain dalam kehidupan bersama. Dengan berdasar pada lembaga sosial

tersebut masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:
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. Mereka mempunyai sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai
dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku).

2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi.
Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan
pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah
tangga. Dan juga sangat ditentukan oleh kelompok primer. Yakni dalam
memecahkan suatu masalah, keluarga cukup memainkan peranan dalam
pengambilan keputusan final.

3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kechidupan yang ada (misalnya
keterkaitan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya).

4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di kota, serta
jumlah anak yang ada dalam keluaga inti lebih besar/ banyak.

(Roucek dan Warren ; 1963:78 dalam Jefta Leibo; 1995: 7)

Sedangkan Koentjaraningrat  (1960:  354-360) menyebutkan ciri-ciri
kehidupan masyarakat perdesaan adalah: 1) mengutamakan hidup tentcram dan
menghindari konflik; 2) saling menolong atau sambatan dalam pekerjaan-pekerjaan
keluarga yang membutuhkan banyak tenaga sepertt mendirikan rumabh,
menyelenggarakan hajatan, mengolah sawah, dan lain-lain; 3) bergotong royong
untuk menyelesatkan proyek bersama (untuk kepentingan umum); 5) bermusyawarah
dalam mengambil keputusan penting yang menyangkut kepentingan umum desa.

D1 Desa Tambirejo dan Desa Morodemak tatanan sosial masyarakatnya
bersifat paguyuban/ gemeinschaft. Sementara di Desa Sriwulan, komunitas yang
tinggal di desa asli bersifat paguyuban sedangkan komunitas pendatang yang tinggal
di kompleks perumuhan bersifat patembayan/ geselschaft. Dengan demikian, secara
umum tatanan sosial masyarakat desa bersifat peguyuban.

Masyarakat desa yang bersifat paguyuban tersebut ditandai dengan interaksi

antar warga yang intim, saling mengenal, merasa terikat dalam satu kesatuan

kepentingan, peduli terhadap orang lain, dan saling menolong yang semua itu diatur
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oleh lembaga-lembaga sosial yang bersifat integratif. Dalam hal ini lembaga sosial
yang signifikan adalah lembaga pemerintahan, gotong royong, sambatan, dan
musyawarah. Dengan lembaga pemerintahan yang dipikirkan dan disusun oleh
masyarakat sendiri lahir suatu sistem pemerintahan yang fungsional sesuai dengan
kebutuhannya. Melalui lembaga gotong royong masalah yang dihadapi bersama yang
merupakan kepentingan umum bisa diatasi bersama. Dengan sambatan bisa dijaga
hubungan yang harmonis antar warga. Akhirnya, dengan musyawarah segala
perbedaan pendapat bisa disalurkan dan dipecahkan bersama demi kemaslahatan
bersama.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 lembaga
pemerintahan desa yang fungsional sesuair dengan kebutuhan masyarakat desa
tersebut berubah secara mendasar sehingga melahirkan sikap tidak ar home bagi
masyarakat terhadap sistem pemerintahannya. Hal ini terbukti dengan persepsi
masyarakat terhadap struktur pemerintahan baru. D1 ketiga desa sampel secara umum
masyarakat tidak mengerti tentang struktur organisasi pemerintahan baru beserta
fungsi dan tugasnya dan sebutan para pejabatnya. Satu-satunya nama jabatan baru
yvang sudah diterima secara luas hanyalah sebutan kepala desa untuk menggantikan
sebutan lurah dalam struktur lama. Sedangkan nama jabatan lainnya seperti
sekretaris desa, kepala-kepala urusan, dan kepala dusun masih disebut dengan nama
lama: carik, kamituwo, bayan, petengan, modin, dan bekel. Misal, Pak Kasmin yang

menjabat sebagai kepala urusan umum tetap dipanggil Pak Bayan oleh masyarakat
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karena yang bersangkutan menggantikan jabatan bayan dalam struktur lama.
Demikian pula untuk sebutan pejabat-pejabat lainnya.

Namun dampak yang lebih substantif dari lembaga pemerintahan desa akibat
kebijakan pemerintah pusat tersebut adalah perubahan hubungan antara warga
dengan pemerintah desa yang pada gilirannya juga merubah pola hubungan antar
warga. Dalam struktur lama hubungan antara warga dengan pemerintah desa bersifat
langsung dan informal. Semua urusan warga bisa dilayani dan diselesaikan di rumah
Kepala Desa dan/ atau Sekretaris Desa setiap saat. Warga yang memerlukan
pclayanan lurah atau carik 1a bisa langsung datang ke rumahnya kapan saja menurut
waktu luangnya: bisa pagi, siang, atau malam hari. Lurah atau carik asal tidak
berhalangan akan memberikan pelayanan dengan baik. Begitu juga ketika warga
hendak membuat garis-garis kebijakan umum untuk dilaksanakan oleh pemerintah
desa, warga mengikuti rapat desa/ kumpulan-desa yang penyclenggaraannya tidak
begitu formal yang diadakan di pendapa kelurahan, biasanya ruang depan rumah
{urah. Dalam sistem pemerintahan baru, pemerintah desa membuat hirarki ke bawah
berupa RW (Rukun Warga) dan RK (Rukun Kampung), meskipun struktur ini tidak
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. RW dan RT ini telah menjadi
birokrasi baru dalam sistem pemerintah desa yang mecnjauhkan warga dengan
pemerintah desa karena warga yang hendak berhubungan dengan pemerintah desa
harus melewati hirarki RT lalu ke RW baru bisa ke pemerintah desa. Hal ini tentu
membuat kesal warga yang menghendaki pelayanan yang cepat, murah, dan tidak

bertele-tele. Disamping itu, waktu yang disediakan adalah pada jam kantor yaitu
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antara pukul 07.30 sampai dengan 14.00 dengan tempat yang ditentukan yaitu di
kantor desa. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi warga desa karena pada jam-jam
tersebut umumya mereka sedang bekerja di sawah atau tempat lain yang sulit
ditinggalkan.

Dalam sistem pemerintahan lama pola hubungan antar warga menyatu dalam
Desa sebagal satuan community terus terbagi secara tipis dalam satuan-satuan
pedukuhan; dalam sistem pemerintahan baru pola hubungan antar warga terkotak-
kotak dalam RT-RT dan secara samar-samar meluas dalam RW kemudian makin
kabur pada tingkat Desa. Desa tak lagi menjadi satuan comumunity tapi berubah
menjadi satuan adminstratif. Satuan community bergeser pada tingkat RT. Hal ini
berdampak pada makin renggangnya hubungan antar warga dalam satu desa karena
semangat solidaritas tidak berada dalam desa tapi berada dalam RT. Dengan
demikian, hubungan yang intim dan saling mengenal mulai bergeser dari Desa ke RT.

Rasionalisasi birokrasi membuat gotong royong dan sambatan makin tak
signifikan dalam memelihara sifat guyub antara warga dengan pemerintah desa dan
warga dengan warga karena pola dan gaya pemerintahan yang formal dan rasional tak
mampu menyentuh jiwa instrumen paguyuban yang utama tersebut: gotong royong
dan sambatan. Watak pemerintahan menjadi kering dan menjauh dan kejiwaan
warga. Akibatnya pemerintahan desa makin kehilangan fungsi menciptakan
paguyuban warga.

Musyawarah untuk mencarn solusi atas kepentingan umum/ bersama yang

sejak zaman dulu menjadi bagian penting dalam tatanan sosial masyarakat desa
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makin kehilangan rohnya. Musyawa;llfl' yang dulu menjadi kebutuhan semua warga
desa untuk ikut menentukan kebijakan umum desa telah diformalisir dalam LMD
yang hanya melibatkan elit desa yang terdiri atas “orang-orang” Kepala Desa.
Akibatnya musyawarah tak lagi menjadi forum partisipasi politik warga desa tapi
berubah fungsi menjadi alat justifikasi Pemerintah Desa. Secara kelembagaan hal ini
berdampak pada sikap tak acuh warga desa terhadap program-program yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan secara sosial formalisasi musyawarah
tersebut melahirkan sikap warga yang tidak lagi menggunakan instrumen
musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Misal di Desa Sriwulan
kecurigaan warga terhadap Ketua RW tak diselesaikan dengan cara musyawarah tapi
dilakukan dengan cara pengadilan warga. Dalam wawancara dengan Bupati
dijelaskan bahwa terdapat 121 Desa yang warganya menuntut pemecatan Kepala
Desa dan/ atau perangkatnya yang diduga melakukan tindak korupsi atau
penyelewengan dengan cara demonstrasi. Bahkan di lima Desa demonstrasi tersebut
disertai dengan perusakan rumah Kepala Desa dan pembunuhan terhadap salah satu
pendukung Kepala Desa. Fakta ini menunjukkan bahwa musyawarah makin menjadi
barang asing bagi warga desa dan tidak lagi menjadi lembaga yang fungsional dalam

memenuhi kebutuhan warga desa dalam mempertahankan sistem sosialnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



40095.pdf

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada dasarnya keberadaan masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat
hukum (adat) masih eksis meskipun telah mengalami perubahan. Perubahan ini ada
yang terjadi karena perkembangan dan dinamika masyarakat sendiri secara alamiah
dan ada yang karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) Desa mempunyai lembaga-
lembaga politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya. Lembaga-lembaga tersebut
membuat berfungsinya sistem masyarakat hukum tersebut. Lembaga politik
melahirkan lembaga pemerintahan desa dengan struktur organisasi, sistem pemilihan
kepala desa, lembaga tanah bengkok dan banda-desa, dan lembaga kumpulan-desa.
Lembaga ekonomi mewujud dalam lembaga norowito dan pologoro. Lembaga hukum
mewujud dalam lembaga peradilan desa, dan lembaga sosial-budaya mewujud dalam
lembaga gotong-royong, sambatan, dan upacara adat. Lembaga-lembaga tersebut
dibuat, dikembangkan, dipelihara, dan dipertahankan secara otonom oleh masyarakat
desa. Inilah yang kemudian disebut sebagai rumah tangga desa dalam sistem kesatuan
masyarakat hukum desa yang bersangkutan.

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga-lembaga tersebut mendapat
intervensi dari luar dalam hal ini pemerintah atasnya. Untuk pertama kali lembaga

norowito hancur setelah diberlakukannya UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960.
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Sejak itu terjadi perubahan lembaga ekonomi desa secara drastis: dari sistem ekonomi
komunal ke sistem ekonomi individual.

Pada 1980 Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini merubah secara mendasar lembaga
politik masyarakat desa. Akibatnya lembaga-lembaga masyarakat yang mengacu pada
adat dipaksa menyesuaikan dirt dengan kebijakan publik baru ini. Dalam lembaga
politik lama Pemerintah Desa merupakan bagian dari fungsi-fungsi sistem masyarakat
hukum yang dimiliki oleh masyarakat desa. Karena itu, penyelenggaraan rumah
tangga desa menyatu dengan kehendak dan kepentingan masyarakat yang terintegrasi
dalam sistem hukum adat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengakui eksistensi masyarakat
desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) dan Desa diberi hak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun karena secara kelembagaan
introduksi kebijakan publik baru ini banyak membongkar lembaga-lembaga lama
akibatnya berdampak pada tak sinkronnya antara “otonomi desa” yang dimiliki
masyarakat dengan Pemerintah Desa sebagai penyelenggaranya.

Penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga desa telah mengalami
perubahan-perubahan yang cukup mendasar sebagai dampak dari introduksi kebijakan
pemerintah pusat yang berupa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Adapun dampak
dari kebijakan pemerintah pusat terhadap rumah tangga desa tersebut adalah sebagai

berikut:
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1. Di bidang politik penentuan struktur organisasi pemerintahan baru telah
melahirkan sistem pemerintahan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga
secara riil; masa jabatan Kepala Desa 8 tahun berdampak pada hubungan yang
tidak harmonis antar warga, penggunaan tanah banda-desa tak lagi ditentukan
oleh warga desa secara otonom tapi banyak ditentukan oleh elit desa dan
pemerintah atasnya.

2. Di bidang hukum, kebijakan Pemerintah Pusat justeru menghilangkan lembaga
peradilan desa. Ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tak
mengatur secara jelas bidang-bidang yang menjadi urusan rumah tangga desa.
Akibatnya Pemerintah Desa tak lagi merasa berkewajiban dan bertanggung jawab
memelihara dan melaksanakan peradilan desa yang sejak zaman dulu menjadi
salah satu fungsi pemeriniahannya.

3. Pemerintahan Desa tidak lagi berfungsi memelihara jiwa gotong royong warga.
Hal 1ni terjadi karena adanya perubahan kelembagaan tanah komunal dan
perkembangan pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap tatacara gotong
royong yang tidak direspon secara dinamis oleh Pemerintah Desa.

4. Pemerintahan Desa justeru mempertahankan lembaga pologoro yang sebenamya
sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena pologoro nyata-nyata
memberi beban yang tidak adil terhadap warga. Hal ini terjadi karena ada
kepentingan ekonomis Kepala Desa dan perangkatnya yang seolah mendapat

legitimasi dari Pemerintah Daerah.
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5. Pemerintah Desa tak berfungsi lagi memelihara dan mempertahankan upacara
adat. Upacara adat yang masih hidup sudah kehilangan makna simboliknya dan
hanya sekedar melaksankaan kebiasaan yang makin lama makin ditinggalkan
masyarakat. Namun sebetulnya upacara adat masih dibutuhkan oleh masyarakat
demi ketenteraman batin sehubungan dengan masalah yang dihadapi. Tapi karena
Pemerintah Desa tak mampu mentransformasikan upcara adat ke dalam bentuk
yang lebih sesuai dengan pola pikir dan perkembangan zaman, maka masyarakat
mengalami dislokasi dalam melihat permasalahan yang dihadapi.

6. Sistem sosial masyarakat Desa berubah dari sistem sosial yang bersifat guyub
yang dipelihara dengan instrumen gotong royong dan sambatan menjadi sistem
sosial yang bersifat individual berdasarkan perhitungan untung rugi. Hal ini terjadi
karena lembaga sosial yang berkaitan dengan pemeliharaan keguyuban warga
sepertt musyawarah dalam Kumpulan-Desa dihilangkan oleh struktur organisasi
pemerintahan baru. Sebagai konsekuensinya, Desa berubah dari satuan community
menjadi satuan administratif.

Dengan demikian, akibat dari kebijakan pemerintah pusat berupa penerapan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 melahirkan 1) sistem pemerintahan desa yang
tidak fungsional dengan kebutuhan masyarakat desa; 2) hilangnya peradilan desa; 3)
hilangnya fungsi Pemerintah Desa dalam memelihara dan mempertahankan lembaga
gotong royong, sambatan, dan upacara adat; 4) berubahnya Desa sebagai satuan

community yang bersifat paguyuban menjadi satuan administratif.
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B. Saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan di depan di sini disampaikan
beberapa saran agar dalam rangka membuat kebijakan baru tentang Desa dapat
dicapai daya guna dan hasil guna yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat desa sendiri. Di bawah ini disampaikan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa terbukti merusak
lembaga politik, hukum, dan sosial-budaya masyarakat desa berdasarkan adat.
Akibatnya terjadi kekacauan sistem sosial masyarakat desa. Karena itu, perlu ditata
kembali bentuk kelembagaan desa yang sesuai dengan kehendak, kebutuhan,
kepentingan, pola pikir, dan budaya masyarakat desa.

2. Dalam penyusunan kelembagaan desa hendaknya berangkat dari asumsi bahwa
masyarakat desa masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan lembaga-
lembaga politik, ekonomi, sosial, hukum, dan budaya yang membuat berfungsinya
sistem masyarakat tersebut.

3. Bentuk kelembagaan desa hendaknya memberi kebebasan pada masyarakat desa
sendirt untuk mendesain dan membuat strukturnya sesuai dengan sistem nilai dan
budayanya sendiri. Dengan demikian, bentuknya tidak lagi seragam seluruh
Indonesia tapi sesuai dengan adat yang berlaku di daerah masing-masing.

4. Dalam desain dan struktur Pemeritah Desa baru hendaknya tak didesain sebagai
pengendali masyarakat tapi didesain sebagai pelayan, pendorong dinamika, dan
pemberdaya masyarakat serta memberi ruang partisipasi yang seimbang antara

masyarakat dan pemerintah desa.
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5. Dalam membuat struktur pemerintahan desa yang baru bisa dipertimbangkan
merevitalisasi lembaga-lembaga adat yang sudah tumbuh ratusan yang lalu dan
terhenti sejenak akibat penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan 1si
dan jiwa baru yang rasional, demokratis, dan modern tapi tetap berpijak pada

budaya masyarakat sendiri.
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Lampiran 1
ACUAN WAWANCARA
1. Untuk Pejabat yang Bertanggung Jawab Membina Desa
No Pokok Pertanyaan Hasil yang Diharapkan ]
l. Regulasi pemerintahan | Penjelasan tentang regulasi pemerintahan oleh
desa  menurut  UU | pemerintah pusat terhadap desa melalui UU No.
No.5/1979 5/1979.
2. Peraturan  pelaksanaan | Penjelasan tentang peraturan pelaksanaan di
di  bawah  Undang- | bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
Undang

[S]

Status desa

Penjelasan tentang status desa dalam sistem
adminstrasi negara Indonesia menurut UU No.5/
1979 dan dibandingkan menurut peraturan
sebelumnya.

4, Perbedaan desa dengan | Penjelasan tentang perbedaan antara desa dan
kelurahan kelurahan yang sama-sama satuan pemerintahan

terendah di bawah Camat.

5. Pengertian desa berhak | Penjelasan  tentang apa itu  hak desa
menyelenggarakan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan
rumabh tangganya sendiri | perbedaannya dengan hak otonomi.

6. Rumabh tangga desa Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan

rumah tangga desa

7. Isi rumah tangga desa Penjelasan tentang isi rumah tangga desa

8. Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak kebijakan pemerintah
pemerintah pusat | pusat berupa UU No.5/1979 terhadap rumah
terhadap rumah tangga | tangga desa yang mencakup sistem pemerintahan,
desa. peradilan desa, gotong royong desa, pologoro, dan

upacara adat.

9. Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak regulasi pemerintah
pemerintah pusat | pusat terhadap sistem sosial masyarakat desa.

terhadap sistem sosial
masyarakat desa.
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2. Untuk Kepala Desa
No Pokok Pertanyaan Hasil yang Diharapkan |
1. | Tugas Kepala Desa Penjelasan tentang tugas Kepala Desa yang
berhubungan dengan fungsi menyelenggarakan
pemerintah umum dan menyelenggarakan rumah
tangga desanya.

2. Rumah tangga desa Penjelasan tentang apa 1tu rumah tangga desa dan

dari mana urusan rumah tangga desa itu didapatkan.

3. Rumah tangga desa Penjelasan tentang rumah tangga desa menurut adat.
menurut adat

4. Rumabh tangga desa Penjelasan tentang rumah tangga desa menurut
menurut UU No.5/1979 | undang-udang yang berlaku.

5. Kegiatan desa yang | Penjelasan tentang kegiatan mana yang merupakan
merupakan pelaksanaan | pelaksanaan rumah tangganya dan mana yang bukan.
rumah tangganya

0. Isi rumah tangga desa | Penjelasan tentang isi rumah tangga desa bidang
bidang politik politik.

7. Ist rumah tangga desa di | Penjelasan tentang i1si rumah tangga desa bidang
bidang ekonomi ekonomi.

8. Ist rumah tangga desa di | Penjelasan tentang 1st rumah tangga desa bidang
bidang sosial budaya soial-budaya.

9. Perubahan struktur | Penjelasan tentang adanya perubahan struktur
pemerintahan desa pemerinthan desa sejalan dengan penerapan UU

No.5/1979.

10. } Perubahan fungsi dan | Penjelasan tentang adanya perubahan fungst dan

tugas Kepala Desa dan | tugas Kepala Desa dan perangkat desa sejalan dengan
_perangkat desa ‘penerapan UU No. 5/1979.

11. | Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak kebijakan pemerintah
pemerintah pusat | pusat berupa UU No.5/1979 terhadap rumah tangga
terhadap rumah tangga | desa yang mencakup sistem pemerintahan, peradilan
desa. desa, gotong royong desa, pologoro, dan upacara

adat.

12. | Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak regulasi pemerintah pusat
pemerintah pusat | terhadap sistem sosial masyarakat desa.
terhadap sistem sosial
masyarakat desa.

13. | Kendala yang dihadapi | Penjelasan tentang kendala yang dihadapi dalam
oleh sistem | menerapkan sistem pemerintahan baru menurut UU
pemerintahan baru No. 5/1979.

14. | Penerimaan masyarakat | Penjelasan tentang tanggapan dan penerimaan

masyarakat terhadap sistem pemerintahan
berdasarkan UU No. 5/ 1979.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




178

40095.pdf

3. Untuk Sekretaris Desa

No Pokok Pertanyaan Hasil yang Diharapkan

1. Tugas Sekretaris Desa Penjelasan tentang tugas umum Sekretaris Desa

dalam pemerintah desa.

2. Tugas Sektretaris Desa | Penjelasan tentang tugas Sekretaris Desa dalam
dalam pelaksanaan hak { hal pelaksanaan hak menyelenggarakan rumah
menyelenggarakan tangganya sendiri.
rumah tangganya sendiri

3. Pengertian rumah | Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan
tangga desa rumah tangga desa.

4. Rumah tangga desa | Penjelasan tentang rumah tangga desa menurut
menurut adat adat.

5. Rumah tangga desa | Penjelasan tentang rumah tangga desa menurut
menurut UU No.5/1979 | undang-undang yang berlaku.

6. [si rumah tangga desa Penjelasan tentang isi rumah tangga desa yang

masih dilaksanakan di desanya.

7. Pelaksanaan pemilihan | Penjelasan  tentang bagamana tata  laksana
Kepala Desa pemilihan Kepala Desa sebagai bagian dari

pelakanaan rumah tangga desa.

8. Pengauran tanah banda | Penejalasan tentang pengaturan tanah banda desa
desa dan tanah bengkok | dan tanah bengkok.

9. Pembuatan  Keputusan | Penjelasan tentang bagiaman Keputusan Desa baik
Desa. tentang APPKD maupun non APPKD dibuat dan

bagaimana peranan pemerintah Desa dan
masyarakat dalam pembuatannya tersebut.

10. | Pologoro Penjelasan tentang bagaimana lembaga pologoro

dilaksanakan.

11. | Peradilan desa Penjelasan tentang masih dilaksanakan atau tidak

peradilan desa dan apa penyebabnya.

12. | Gotong royong desa Penjelasan tentang masih diselenggarakan atau

tidak gotong royong desa.

13. | Upacara adat desa Penjelasan masih diselenggarakan atau tidak

upacara adat desa dan apa alasannya.

14. | Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak kebijakan pemerintah
pemerintah pusat | pusat berupa UU No.5/1979 terhadap rumah
terhadap rumah tangga | tangga desa yang mencakup sistem pemerintahan,
desa. peradilan desa, gotong royong desa, pologoro, dan

upacara adat.

15. | Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak regulasi pemerintah
pemerintah pusat | pusat terhadap sistem sosial masyarakat desa.
terhadap sistem sosial
masyarakat desa.
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| No Pokok Pertanyaan Hasil yang Dibharapkan

1. Tugas pokok Penjelasan tentang tugas pokok sebagai perangkat

desa.

2. Hubungan tugas pokok | Penjelasan tentang tugas pokok perangkat desa
dengan penyelenggaraan | dan hubungannya dengan fungsi Pemerintah Desa
rumah tangga desa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

3. Pengertian rumah | Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan
tangga desa rumah tangga desa.

4. Rumah tangga desa | Penjelasan tentang rumah tangga desa menurut
menurut adat adat.

5. Rumah tangga desa | Penjelasan tentang rumah tangga desa menurut
menurut UU No.5/1979 | undang-undang yang berlaku.

6. Is1 rumah tangga desa Penjelasan tentang isi rumah tangga desa yang
masth dilaksanakan di desanya.

7. Perananya dalam penye- | Penjelasan tentang peranan perangkat desa dalam
lenggaraan rumah tang- | peneyelenggaraan rumah tangga desa.
ga desa.

8. Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak kebijakan pemerintah
pemerintah pusat | pusat berupa UU No.5/1979 terhadap rumah
terhadap rumah tangga | tangga desa yang mencakup sistem pemerintahan,
desa. peradilan desa, gotong royong desa, pologoro, dan

upacara adat.

9. Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak regulasi pemerintah
pemerintah pusat | pusat terhadap sistem sosial masyarakat desa.
terhadap sistem sosial
masyarakat desa.
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No Pokok Pertanyaan Hasil yang Diharapkan

1. | Tugas pokok Penjelasan tentang tugas  pokoknya sebagai
anggota LMD

2. Kedudukan LMD dalam | Penjelasan tentang sejauh mana anggota LMD ini
pemerintahan desa mengetahui status dan fungsi LMD dalam sistem

pemerintahan desa

3. Meckanisme rekruitmen | Penjelasan  tentang  bagaimana  mekanisme
anggota LMD rekruitmen anggota LMD

4. Fungsi dan tugas LMD | Penjelasan tentang fungsi dan tugas pokok LMD

5. Wewenang LMD Penjelasa tentang apa wewenang LMD

6. LMD dan rumah tangga | Penjelasan tentang LMD dan hubungannya dengan
desa rumah tangga desa.

7. Rapat Desa Penjelasan tentang mengapa perlu Rapat Desa, apa
agendanya, siapa yang merumuskan, bagaimana
proses konversinya, bagaimana  masalah
diputuskan, dan siapa yang telibat dalam
pengambilan keputusan.

8. Perbedaan Rapat Desa | Penjelasan tentang perbedaan antara rapat desa

dengan Kumpulan Desa. | versi LMD dengan kumpulan desa menurut sistem
pemerintaha Jama.

9. Tingkat aspirasi warga | Penjelasan tentang sejauh mana tingkat aspirasi
desa dalam pengambilan | warga dalam pengambilan keputusan desa dalam
keputusan dalam forum | forum rapat-desa yang diselenggarakan oleh LMD.
rapat desa LMD.

10. | Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak kebijakan pemerintah
pemerintah pusat | pusat berupa UU No.5/1979 terhadap rumah
terhadap rumah tangga | tangga desa yang mencakup sistem pemerintahan,
desa. peradilan desa, gotong royong desa, pologoro, dan

upacara adat.

11. | Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak regulasi pemerintah
pemerintah pusat | pusat terhadap sistem sosial masyarakat desa.
terhadap sistem sosial
masyarakat desa.
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[ No Pokok Pertanyaan Hasil yang Diharapkan

1. Sistem pemerintahan | Penjelasan tentang sistem pemerintahan desa
desa lama sebelum penerapan UU No. 5/ 1979

2. Sistem pemerintahan | Penjelasan tentang sistem pemerintahan desa
menurut UU No. 5/1979 | menurut UU No. 5/ 1979.

3. Lembaga-lembaga sosial | Penjelasan tentang lembaga-lembaga sosial yang
yang berjalan dalam | berjalan dalam sistem pemerintahan desa gaya
sistem pemerintahan | lama.
lama.

4. Lembaga-lembaga sosial | Penjelasan tentang lembaga-lembaga sosial yang
vang berjalan dalam | berjalan dalam sistem pemerintahan desa gaya
sistem pemerintahan | baru.
baru.

5. Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak kebijakan pemerintah
pemerintah pusat | pusat terhadap rumah tangga desa menurut adat:
terhadap rumah tangga | sistem pemerintahan, peradilan desa, gotong
desa menurut adat. royong, pologoro, upcara adat.

6. Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak kebijakan pemerintah
pemerintah pusat | pusat terhadap sistem sosial masyarakat desa.
terhadap sistem sosial
masyarakat desa .

7. Partisipasi  masyarakat | Penjelasan  tentang  bagaimana  partisipasi
dalam sistem | masyarakat dalam sistem pemerintahan baru.
pemerintahan baru.

8. Pandangan masyarakat | Deskripsi tentang pandangan masyarakat terhadap
terhadap sistem | kinerja sistem pemerintahan menurut UU No. 5/
pemerintahan baru. 1979 yang mencakup tata kerja organisasi, fungsi

pelayanan yang diberikan, dan kesesuaiannya
dengan kebutuhan riilnya.
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No Pokok Pertanyaan Hasil yang Diharapkan

I. Identifikasi  lembaga- | Teridentifikasinya lembaga-lembaga sosial yang
lembaga sosial yang | berfungsi mengatur kehidupan masyarakat sebagai
berfungsi mengatur | kesatuan masyarakat hukum (adat)
kehidupan masyarakat
sebagai kesatuan
masyarakat hukum
(adat)

2. Identifikasi hak-hak | Teridentifikasinya hak-hak politik, ekonomi,
politik, ckonomi, | hukum, dan sosial-budaya menurut adat yang
hukum, dan  sosial- | dimiliki masyarakat dalam sistem pemerintahan
budaya (adat) yang | desalama.
dimiliki masyarakat
dalam sistem
pemerintahan desa

3. Rumah tangga desa | Penjelasan tentang rumah tangga desa menurut
dalam sistem | sistem pemerintahan lama.

_pemerintahan lama.

4. Rumah tangga desa | Penjelasan tentang rumah tangga desa menurut
dalam sistem | sistem pemerintahan baru (UU No. 5/ 1979).
pemerintahan baru.

5. Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak kebijakan pemerintah
pemerintah pusat | pusat terhadap rumah tangga desa menurut adat:
terhadap rumah tangga | sistem pemerintahan desa, peradilan desa, gotong
desa menurut adat. royong, pologoro, dan upacara adat.

6. Dampak kebijakan | Penjelasan tentang dampak kebijakan pemerintah
pemerintah pusat | pusat terhadap sistem sosial masyarakat desa.
terhadap sistem sosial
masyarakat desa .

7. Pandangan masyarakat | Deskripsi tentang pandangan masyarakat terhadap
terhadap kinerja sistem | kinerja sistem pemerintahan menurut UU No. 5/
pemerintahan baru. 1979 yang mencakup tata kerja organisasi, fungsi

pelayanan yang diberikan, dan kesesuaiannya
dengan kebutuhan riilnya.

8. Partisipasi masyarakat | Penjelasan  tentang  bagaimana  partisipasi
dalam sistem | masyarakat dalam sistem pemerintahan baru.

pemerintahan baru.
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RIWAYAT HIDUP

Chanif Nurcholis lahir di Desa Loireng, Kecamatan Sayung,
Kabupaten Demak, 2 Februari 1959. Chanif Nurcholis anak
pertama dari pasangan Haji Nurcholis dan Hajjah Rochmah.

Chanif Nurcholis menyelesaikan pendidikan dasar di

SDN Desa Loireng 1971. Setamat SD Chanif Nurcholis nyantri
di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan Pondok Pesantren Bareng
Kudus (1971-1975). Pada tahun 1976 masuk SMP Badan Wakaf I Sultan Agung
Semarang dan langsung diterima di kelas I1II. Pada tahun yang sama menyelesaikan
SMP-nya. Setamat SMP melanjutkan ke SPG (Sekolah Pendidikan Guru) Negeri
Demak dan lulus 1980.

Pada tahun 1980 Chanif Nurcholis diangkat sebagai guru SD dan ditempatkan
di Desa Jetaksari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sambil mengajar, pada
tahun 1984 melanjutkan studi/kuliah di Universitas Terbuka dengan mengambil
program studi Ilmu Administrasi Negara dan lulus tahun 1990. Di samping tetap
mengajar di SD sejak 1989 juga mengajar di SMP, SMA, dan Madrasah Aliyah.

Pada tahun 1992 diangkat sebagai dosen tetap pada FISIP Universitas Terbuka
Jakarta. Kemudian pada tahun 1996 melanjutkan studi pada jenjang Pascasarjana

(S2) di Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Administrasi.
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